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Menimbang a
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bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat dilakukan sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah;
bahwa untuk mengoptimalkan penerapan Sistem
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah, diperlukan
adanya Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
bahwl untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomoi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
bairwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1968 Nomor
i t, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang..



2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
4 I , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8O);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 20 14 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 14 Nomor
t8a\;
Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang
(Lembaran Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.
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Menetapkan :
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungiawaban
dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang
selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik
dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang
untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah.

7. Perencanaan Kinerja adalah proses penyusunan rencana
kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang
telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang
dilaksanakan oleh intansi pemerintah melalui berbagai
kegiatan tahunan.

8. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub
kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi
pemerintah, atau kegiatan manajemen yang
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan
standar, rencana, atau target sebagaimana indikator
kinerja yang telah ditetapkan.

9. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara
ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun
berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang selanjutnya
disebut Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang
sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan
pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas
masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas
dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

I 1 . Kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan/ program yang
telah atau hendak dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
terukur.

72. Kir,erja...
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12. Keluaran (outputl adaiah barang atau jasa yang dihasilkan
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

13. Hasil (outcomel adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program.

14. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu
Kegiatan.

15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung
tercapainya hasil (outcome) suatu program.

16. Sub Kegiatan adalah bagian dari program kegiatan yang
dilaksanakan oleh satu atau lebih pada Perangkat Daerah
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program kegiatan dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (inpuf) untuk menghasilkan keluaran
(outputl dalam bentuk barang/j asa.

17. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan
dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah
direncanakan.

18. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan
organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar
hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran
tugas dan fungsi organisasi.

19. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil
(outcome) dari suatu Program yang merupakan
pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Pemerintah Daerah
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

20. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atau keluaran
(outputl dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis
dengan Indikator Kinerja Program.

2 1 . Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah ukuran atau
keluaran (output) dari suatu Sub Kegiatan yang terkait
secara logis dengan Indikator Kinerja Kegiatan.

22. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang disertai dengan
Indikator Kinerja.

23. Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut entitas adalah unit instansi
Pemerintah Daerah selaku pengguna/kuasa pengguna
anggaran yang melakukan kegiatan pencatatan,
pengolahan, dan pelaporan data Kinerja.

24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

25. Rencana...



25. Rencana Strategls Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

26. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

27. Rencana Kinerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

28. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat
RKA, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran
yang berisi Program dan Kegiatan suatu Perangkat Daerah
yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

29. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian
sistemik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan
elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak
analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di
lingkungan organisasi pemerintah.

Pasal 2
Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai
pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam
pelaksanaan SAKIP guna meningkatkan akuntabilitas kinerja
dan penyusunan laporan kinerja yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
(1) Pedoman pelaksanaan SAKIP dipergunakan sebagai acuan

bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam
menyelenggarakan akuntabilitas kinerja guna mendukung
pencapaian kinerja organisasi.

(2) Pedoman SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu:
a. PerencanaanKinerja;
b. Pengukuran Kinerja;
c. Pelaporan Kinerja; dan
d. Evaluasi Kinerja.

(3) Pedoman SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Rincian dokumen SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

tr

BAB II...
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BAB II
PRINSIP PENYELENGGARAAN SAKIP

Pasal 4
(1) Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan

sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi
Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan.

(2) Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh Entitas.

(3) Entitas Akuntabilitas Kinerja PD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) melaksanakan AKIP dengan beberapa
tahapan, meliputi:
a. Rencana Strategis;
b. Perjanjian kinerja;
c. Pengukuran kinerja;
d. Pengelolaan data kinerja;
e. Pelaporan kinerja; dan
f. Reviu dan pelaporan Kinerja.

(4) Tahapan pelaksanaan SAKIP sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaporkan rutin setiap 3 bulan sekali.

BAB III
MEKAN]SME PELAPORAN SAKIP

Pasal 5
(1) Pelaporan SAKIP dilakukan oleh seluruh Perangkat

Daerah.
(2\ Setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)

melakukan pelaporan SAKIP internal secara mandiri.
(3) Pelaporan SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan oleh Entitas.

Pasal 6
(1) Setiap Entitas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 3

dilakukan dengan menjelaskan hasil pelaksanaan AKIP
yang telah dijalankan dengan mengacu pada realisasi dan
capaian kinerja.

(21 Entitas melaporkan pelaksanaan AKIP kepada Kepala
Perangkat D9 aerah.

(3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2\ melaporkan kemajuan pelaksanaan AKIP kepada
Bupati.

Pasal 7
(1) Dalam rangka peningkatan kualitas serta mutu

Penyeienggaraan SAKIP maka dibuat Sistem Informasi
Akuntabilitas Kinerja berbasis elektronik bernama e-
SAKIP.

(2) e-SAKIP...

BAB IV
SISTEM INFORMASI AKUNTABILITAS KINERJA





LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NOMOR 58
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja merupakan komponen dalam

manajemen kinerja sebagai salah satu strategi yang dilaksanakan untuk
meningkatkal kualitas tata kelo1a pemerintahan. Akuntabilitas Kinerja
bertujuan untuk memastikan setiap Instansi pemerintah dapat
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, yakni
mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang
kapabel, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari
berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan
dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifian, pengikhtisaran, dan
pelaporan kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggung-jawaban dan
peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk memberikan gambaran dan pedoman umum pelaksanaan SAKIp
di Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, maka perlu adanya pedomal
Pelaksanaaan SAKIP sehingga implementasi akuntabilitas kinerja mulai dari
level pemerintah daerah hingga perangkat daerah dapat berjalan maksimal dan
sesuai dengan kinerja yang diharapkan. Pedoman ini akan menjadi acuan
kinerja SAKIP di level Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dan dengan
adanya pedoman ini dapat membuat kinerja Pemerintah Daerah dan perangkat
Daerah dapat lebih sinergis, kolaboratif, dan juga sistematis.

Pedoman SAKIP akan merumuskan dan memperbaiki proses pengambilan
keputusan mulai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan
Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan tindak lanjutnya
berupa perbaikan atau pemecahan masalah yang dihadapi secara
berkelanjutan. Tentu dengan adanya pedoman ini menjadi jembatan proses
dalam pengambilan keputusan yang lebih ideal.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan :

1. Instrumen penting dan vital untuk melaksanakan tata kelola pemerintah
yang lebih berkualitas dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan publik

2. Sarana yang efektif untuk mendorong seluruh pimpinan di pemerintah
Daerah untuk meningkatkan kinerja dalam menerapkan prinsip-prinsip
good gouernance dan fungsi-fungsi manajemen saat ini



3. Sebagai alat untuk mednrong proses pengukuran tingkat keberhasilan atau
kegagalan kinerja Perangkat Daerah yang melibatkan pimpinan di
Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran
strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, Rencana
Kerja, dan Perjanjian Kinerja di masing-masing Perangkat Daerah

4. Sebagai alat untuk mendorong pengelolaan dana dan sumber daya
organisasi lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik

5. Sebagai alat untuk untuk mendorong kreativitas, produktivitas, sensitivitas,
disiplin dan tanggung-jawab serta etos kerja bagi para pegawai di lingkungan
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan
aturan, kebijakan, prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan.

6. Sebagai sarana untuk mendorong penyempurnaan kinerja organisasi,
kebijakan publik, sistem perencanaan dan penganggaran, Pengukuran,
pelaporan dan pelaksanaan evaluasi internal dalam organisasi Perangkat
Daerah.

7.2 KtrRANGKA LOGIS PELAKSANAAN SAKIP
Pelaksanaal SAKIP dimulai dengan merumuskan perencanaan kinerja,

kemudian dilakukan pengukuran kinerja rutin minimal selama 3 (tiga) bulan
seka,li atau triwulan, lalu perumusan laporan kinerja berdasarkan hasil
pengr:kuran kinerja, dan dilakukan eva,luasi kinerja dalam kurun waktu 1 (satu)
tahun sekali. Kerangka logis pelaksanaan SAKIP secara umum digambarkan
sebagai berikut:

MEMASTIKAN TEROAPAT
PERBAIKAN BERXELANJUTAN
UNTUX PENINGKATAN KINERJA

MEMASTTKAN sasa8AN K/t oAN
PEMDA SESt,AI OENGAN SASAMN

6 PEMBANGUNAN NASONAI" OAN
BERORIENTAsl HASII.I

RENCANA
STRATEGIS MEMASTIKAN UPAYA

P€NCAPAIAN TAR6ET.TARGET
OIPERJANIIKAN XEPADA
PEJABAT YAN6 SERKOMPETEN

PERIANIIAN
KIN E R,IA

t

-------------a

JMEMASTRAN 
(€MATUAN

PENCAPAIAN TARGET

OIUXUR DENGAN T€PAT

MEMASTIKAN
P€NCAPAIAN XINERJA
TEI.AH OIREVIU DAN
DIEVALUASI

MEMASTIKAN DATA
KINERJA DIKELOIA
OENGAN SAIK UNTUX
MENGETAHUI
PENCAPAiAN OARI TAHUN
XE TAfiUN
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PEMERINTAH

SISTEM

a
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1.3

yakni
1.

2.

c.

4.

7.

3 TUJUAN
Tujuan penyusunan buku pedoman SAKIP adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan bagi seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah
Daerah dalam proses men)rusun dokumen Perencanaan Kinerja,
Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Internal.

2. Mewujudkan penjenjangan kinerja yang berkualitas dimana sasaran
strategis, indikator kinerja, dan target kinerja Pemerintah Daerah
dijabarkan dan diselaraskan kepada organisasi perangkat daerah sampai
dengan individu pegawai.

3. Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah.

5

6

SASARAN
Berikut adalah beberapa sasaran disusunnya buku pedoman SAKIP,
sebagai berikut:
Memastikan implementasi AKIP sesuai dengan peraturan yang berlaku
dan mencapai tujuan AKIP.
Mengukur tingkat kinerja instansi pemerintah dengan menggunakan
indikator yang telah ditetapkan dalam AKIP.
Menganalisis dan mengevaluasi data kinerja instansi pemerintah untuk
mengidentifikasi kelebihal dan kekurangan dalam pencapaian tujuan.
Mengevaluasi efektivitas Laporan Kinerja dan Pengukuran Kinerja untuk
memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat dan dapat
diandalkan.
Mengevaluasi sistem pengelolaan data kinerja dan mendorong perbaikan
dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data Kinerja yang lebih
baik.
Memberikan saran perbaikan dart rekomendasi yang spesifik dan realistis
untuk meningkatkan implementasi AKIP dan pencapaian tujuan kinerja
instansi pemerintah.
Memantau tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

1.4 KOMPONEN SAKIP
Sebagai suatu sistem, penyelenggaraan SAKIP terdiri atas komponen-

komponen yang terintegrasi, yakni meliputi:
a. Perencanaan Kinerja
b. Pengukuran Kinerja
c. Laporan Kinerja
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan
indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasarart yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis. Cascading kinerja merupakan penjabaran
kinerja dan indikator kinerja ke dalam kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-
kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis.
Perencanaan Kinerja digunakan untuk merumuskan Kinerja apa yang harus
dipenuhi di tingkat di bawahnya atau merumuskan kegiatan apa yang harus
dilakukan.

Selaras dengan poin pada BAB I bahwa terdapat dokumen SAKIP yang
perlu disusun dengan baik dan berkualitas sesuai peraturan yang berlaku oleh
Pemerintah Daerah yakni RPJPD sebagai dokumen jangka panjang daerah,
RPJMD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah dan turunan
dari RPJPD, RKPD sebagai dokumen jangka pendek daerah yang juga
merupakan turunan dari RPJMD. Penjalasan lebih teknis mengenai dokumen
tersebut dibahas pada Bab selanjutnya. Lalu, terdapat dokumen AKIP yang
perlu disusun secara baik dan berkualitas oleh Perangkat Daerah yaitu Rencana
Strategis sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah
mengacu pada RPJMD, Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan jangka
pendek Perangkat Daerah mengacu pada Renstra dan RKPD.

Komponen Perencanaan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat
Daerah yang tertuang pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) memuat sub-
komponen dan kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk dapat
memaksimalkan poin perencanaan dalam penilaian SAKIP. Adapun sub-
komponen yang dimaksudkan beserta penjelasan nya adalah sub-komponen
pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan. Sub-komponen pemenuhan membahas
mengenai ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan kinerja pada level
pemerintah daerah dan perangkat daerah. Sub-komponen selanjutnya, yakni
sub-komponen kualitas dan pemanfaatan membahas tentang kualitas
dokumen-dokumen perencanaan kinerja yang telah terpenuhi. Sebagai upaya
untuk bisa memiliki perencanaan kinerja yang baik pemerintah daerah dart
perangkat daerah selain harus memastikan ketersediaan/kesiapan dokumen-
dokumen Perencanaan Kinerja yang dimaksud, perlu juga memastikan
dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik. Sub-
komponen terakhir adalah implementasi atau kebermanfaatan yalg berarti
Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang
berkesinambungan.

Hal yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan organisasi adalah sumber
daya manusia oleh karena itu pada proses awal Perencanaan Kinerja perlu
dilakukan penjenjangan kinerja untuk memastikan setiap individu memiliki
kinerja/kontribusi yang jelas dan terukur bagi organisasi, instansi pemerintah
juga perlu memastikan anggaran yang dialokasikan telah digunalan secara
efektif. Berdasarkan peraturan yang berlaku, menyatakan bahwa hasil
penjenjangan kinerja dapat digunakan untuk:



Menyelaraskan Kinerja organisasi kepada Kinerja unit dan Kinerja
individu.
Penilaian Kinerja organisasi, unit kerja, dan individu.
Penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat.
Penggunaan sumber daya secara efektif dan elisien
Penataan struktur organisasi

2.1 JENIS.JENIS DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA DALAM SAKIP
2.1.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan
dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang
disusun dengan mengacu pada RPJPN dan RTRW. RPJPD memuat penjabaran
dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka
panjang. Dalam periode 20 tahunan akan selalu ada perubahan dalam sektor
infrastruktur, ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika sosial budaya.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan salah satu
dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang atau selama jangka waktu
dua puluh tahunan untuk setiap daerah di Indonesia. Dokumen RPJPD ini
kemudian menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan sistem
pemerintahan selama dua puluh tahun kedepan. Selain itu, dokumen ini juga
dijadikan sebagai dasar acuan dalam menurunkan dokumen perencanaan
jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) yang berlaku selama lima tahun untuk setiap periodenya. Latar
belakang dibentuknya RPJPD adalah guna menJrusun rencana pembangunan
jangka panjang yang berorientasi pada pengembangan daerah yang
berkelanjutan. RPJPD menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam
merencanakan pembangunan wilayah yang lebih baik dan terarah.

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang
yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai dasar perencanaan dan
pengambilan keputusan pembangunan daerah. Tujuan utama RPJPD adalah
untuk mengarahkan pembangunan daerah ke araJ. yang lebih terpadu,
berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta mencapai tujuan
pembangunan nasional yang telah ditetapkan. RPJPD meliputi berbagai aspek
pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan
hidup, dan tata ruang. Dokumen ini juga menggambarkan kondisi daerah,
tantangan yang dihadapi, visi dan misi pembangunan daerah, serta strategi dan
program kerja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan
jangka panjang.

Dalam penyusunan RPJPD harus mengikuti sistematika yang telah
ditetapkan dalam perundang-undangan. Selain itu RPJPD juga harus disusun
dengan memperhatikan asas kemanfaatan, demokrasi, keadilan, keterpaduan,
keselarasan, keserasian, keseimbangan, transparansi, keterbukaan, otonomi
daerah, tata kelola pemerintahan yang baik, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, efisien, dan efektif. Penl'usunan RPJPD bertujuan agar dokumen
ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pen1rusunan dokumen perencanaa.n
daerah lainnya. RPJPD akan menjadi pedoman dalam pembangunan daerah
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala
daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembalgunan
daerah dan keuangan daerah, serta program PERANGKAT DAERAH dan lintas
PERANGKAT DAERAH yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif un tak jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

RPJMD Kabupaten Tangerang disusun dengan menggunakan empat
pendekatan perencanaan pembangunan, meliputi pendekatan teknokratik,
pendekatan partisipatif, pendekatan politis, serta pendekatan atas-bawah dan
bawah atas. Pendekatan Teknokratik menggunakan metode dan kerangka
berpikir ilmiah untuk mencapai tujuar dan sasaran pembangunan. Pendekatan
parisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Pendekatan politis dilaksanakan untuk mentejemahkan visi dan misi Kepala
Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka
menengah yang dibahas Bersama DPRD. Pendekatan bawah-atas dan atas
bawah dilakukan dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan dari tingkat
desa hingga tingkat kabupaten. Selain itu, dokumen perencanaan RPJMD
Kabupaten Tangerang disusun secara transparan, responsive, efektif, dan
akuntabel serta dengan pendekatan Teknologi Informasi.

Kebijakan peny.usunan dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang, maka
perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan terkait khususnya mengenai
pengaturan cascading kinerja RPJMD yang berkualitas. Perumusan cascading
RPJMD memperhatikan komponen visi, misi, tujuan, indikator tujuan, sasarar,
indikator sasaran, serta Perangkat Daerah pengampu pada masing-masing
kinerja sasaran dan indikator sasaran. Dengan demikian perlu adanya
penguatan perumusan cascading RPJMD Kabupaten Tangerang yang
memperhatikan prinsip SMART-C (Specific, Measurable, Achieueable, Realistic,
Time-Bond, dan Continous Improuement).

RPJMD Kabupaten Tangerang yang disusun selanjutnya menjadi pedoman
penlusunan Rencana Strategus (Renstra) Perangkat Daerah yang memuar
tujuan, sasara.n, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan kinerja pada Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan
Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
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dengan menjamin koordinasi antara pelaku pembangunan, dan sinergi,
integrasi, serta sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
2. 1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

2.1.2 Rencana Strategis Perangkat Daerah (RtrNSTRA PD)
Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat
tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun sesuai dengan tugas dan
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fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang
selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam rangka memastikan keselarasan dokumen Renstra Perangkat
Daerah dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang, perlu adanya
sinkronisasi beberapa item perencanaan sebagai berikut:

a. Keselarasan mengenai permasalahan & isu strategis RPJMD de ngan
permasalahan & isu strategis Renstra PD

b. Keselarasan mengenai indikator sasaran RPJMD dengan indikator tujuan
Renstra PD

c. Keselarasan mengenai target RPJMD dengan target Renstra PD
d. Keselarasan mengenai strategi & arah kebijakan RPJMD dengan strategi

& arah kebijakan Renstra PD
e. Keselarasan mengenai program, indikator program, dan target program

RPJMD dengan program, indikator program, dan target program Renstra
PD

f. Keselarasan mengenai Indikator Kinerja Utama RPJMD dengan Indikator
Kinerja Utama Renstra PD

Alur peny,usunan Renstra PD merupakan rangkaian proses/kegiatan yang
dilakukan dalam rangka penlrusunan dokumen Renstra PD untuk urus€m yEmg
menjadi tugas dan kewenangannya. Peny-rsunan Renstra PD dilakukan oleh
pimpinan dari masing-masing PD yang bersangkutan. Dalam penJrusunan
Renstra PD, pimpinan PD harus berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan
himpunan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya, serta
memperhatikan isu strategis sesuai lingkup urusannya masing-masing.

2. 1.3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan
kebijakan pembangunan daerah dalam 1 tahun yang dilandasi dari berbagai
Analisa kondisi umum daerah, baik kondisi dinamika geografis, demografis,
social ekonomi sampai dengan kinerja pemerintahan tahun sebelumnya.

Proses penyusunan dokumen RKPD tentu yang paling utama adalah
memastikan pelaksanaan tema pembangunan RKPD sesuai dengan dokumen
RPJMD. Sehingga hal-hal yang perlu dipastikan dalam penetapan dokumen
RKPD adalah sebagai berikut:

a. Keselarasan permasalahan & isu strategis RPJMD selama 5 tahun harus
terjabarkarr ke dalam permasalahan & isu strategis RKPD dari tahun ke-
t hingga tahun ke-5

b. Keselarasan cascading RPJMD (Tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan
target) selama 5 tahun harus terjabarkan ke dalam cascading RKPD dari
tahun ke-1 hingga tahun ke-5

c. Keselarasan strategi dan arah kebijakan RPJMD harus terjabarkan ke
dalam tema pembangunan RKPD dari tahun ke-l hingga tahun ke-S



d. Keselarasan mengenai program RPJMD harus terjabarkan ke dalam
program pembangunan RKPD dari tahun ke-1 hingga tahun ke-S
Penl'usunan dokumen RKPD berpedoman pada peraturan terkait.

Peny,usunan dokumen RKPD juga harus berkaidah SMART-C lSpecific,
Mea,surable, Achieueable, Realistic, Time-Bond, dan Continous Improuementl.
Tata cara pernJrusunan RKPD berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun
2017 dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyrrsunan Rancangan Awal;
3. Penyrrsunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Musrenbang;
5. Perumusan Rancangan Akhir;
6. Penetapan.

2. 1.4 Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD)
Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk

periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah
maupun yang ditempuh langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Setiap PD diwajibkan
untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama
periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan
strategi lima tahunan (Renstra) ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya
lebih operasional.

Proses penyusunan dokumen Renja PD tentu yang paling utama adalah
memastikan pelaksanaan program pembangunan Renja PD sesuai dengan tema
pembangunan RKPD pada tahun berjalan. Sehingga hal-hal yang perlu
dipastikan dalam penetapan dokumen Renja PD adalah sebagai berikut:

a. Keselarasan permasalahan & isu strategis RKPD harus terjabarkan ke
dalam permasalahan & isu strategis Renja PD pada tahun N

b. Keselarasan cascading RKPD (Tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan
target) harus terjabarkan ke dalam cascading Renja PD pada tahun N

c. Keselarasan tema pembangunan RKPD harus terjabarkan ke dalam
program pembangunan Renja PD pada tahun N

d. Keselarasan mengenai program RKPD harus terjabarkan ke dalam
program pembangunan Renja PD pada tahun N.
Penyrrsunan dokumen Renja PD berpedoman pada peraturan terkait juga

harus berkaidah SMART-C {Specific, Measurable, Achieueable, Realistic, Time'
Bond, dan Continous Improuementl. Renja PD disusun dengan maksud untuk
memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan pembangunan di lingkup PD da.lam penyelenggaraan
Pembangunan Daerah sehingga dokumen Renja PDsebagai dasar penJrusunEln
Perjarrjian Kineda PD setiap tahun
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2. 1.5 PERJANJIAN KINERJA

Perj anjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari Bupati selaku kepada Kepala Dinas berkaitan dengan urusan yang diampu
oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan. Penyusunan perjanjian kinerja ini
harus diawasi oleh Bappeda agar perjanjian kinerja selaras dengan dokumen
perencana€rn yang telah disusun sebelumnya. Melalui Perj anj ian Kinerja,
terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima
dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi
dal wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanj ian Kinerja cukup
disusun pada level kepala perangkat daerah. Kinerja yang disepakati tidak
dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi
termasuk kinerja (outcomel yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-
tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga
mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,
sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja mempunyai tujuan yaitu:
a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja
aparatur;

b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
dan

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan
sanksi.

d. Perj anjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi Pemerintah telah
menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan
setelah dokumen anggaran disahkan.
Setiap Perangkat Daerah menyusun lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja

dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan/atau
Indikator Kinerja Program dan/atau Indikator Kinerja Kegiatan. Bagi Perangkat
Daerah yang dalam mencapai kinerjanya di dukung oleh dana dekonsentrasi
dan dana dalam rangka tugas pembantuan, maka harus memberikan
keterangan atau penjelasan yang cukup mengenai proporsi alokasi dala-dana
tersebut.

Lembari/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah dapat di
revisi atau di sesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat
b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan

sasaran, yaitu perubahan progr€rm, kegiatan, dan alokasi anggaran
c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikasi dalam

proses pencapaian tujuan dan sasaran.
Lembar/dokumen Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah disepakati

oleh Bupati dan Kepala Dinas. Untuk lebih detail mengenai substansi Perjanj ian
Kinerja maka dapat dilihat dalam peraturan terkait. Serta contoh formuiir dan
lampiran Perjanjian Kinerja tercantum dalam anak lampiran Form A.
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2.1.6 RENCANA AKSI
Dokumen Rencana Aksi merupakan dokumen operasional pelaksanaan

setiap program dan kegiatan yang mengacu pada tujuan/sasaran Perangkat
Daerah. Dokumen ini memuat memgenai aksi/kegiatan, jadwal pelaksanaan,
output/keluaran, prograrn, kegiatan, dan sub kegiatan. Setiap Perangkat
Daerah diwajibkan untuk menyrrsun dokumen Rencana Aksi sebagai upaya
dalam penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah bagi
pelaksanaan aktivitas kinerja.

T\rjuan penyusunan Rencana Aksi untuk pencapaian kinerja adalah
sebagai berikut:

a. Mengarahkan penggunaan Sumber Daya instansi secara efisien dan
efektif dalam mendukung pencapaian kinerja

b. Sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam satu
tahun.

Sistematika Rencana Aksi adalah sebagai berikut:
a. BAB I - Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan tugas, fungsi dan

struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana,
landasan hukum, serta tujuan penlnrsunan Rencana Aksi

b. BAB II - Rencana Aksi Pencapaian Kinerja, pada bab ini diuraikan
ringkasan/ ikhtisar perj anj ian kinerja tahun n dan rencana aksi tahun n

c. BAB III - Penutup, memuat kalimat penutup
Sedangkan untuk format tabei Rencana Aksi sebagaimana terlampir dalam
anak lampiran Form B pada Peraturan Bupati ini.
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2.1.7 INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih

meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap Instansi
Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan dari
ditetapkannya Indikator Kinerja Utama adalah:

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik

b, Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan
dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja
dan peningkatan akuntabilitas kinerja
Peny'usunan Indikator Kinerja Utama juga sebagai dasar dalam mengukur

ketercapaian kinerja. Selain itu, setiap Instansi Pemerintah dapat
menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain:

a. Perencanaan Jangka Menengah
b. Perencanaan Tahunan
c. Perencanaan Anggaran
d. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
e. Pengukuran Kinerja
f. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
g. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
h. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan

Kegiatan
Penggunaan IKU juga akan dilakukan dengan beberapa manfaat positif bagi
kinerja Instansi Pemerintah, antara lain:

a. Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu Instansi Pemerintah akan
terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang
merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi

b. Terdapat keselarasan antara ihndikator kinerja kegiatan dengan IKU
Instansi yang bersangkutan

c. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang
memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya
pelaksanaan tugas dan fungsi

2.2 PENJENJANGAN KINERJA
Proses penyusunan Penjenjangan Kinerja dilaksanakan sesuai dengan

peraturan terkait. Terdapat lima tahapan Penjenjangan Kinerja yang termuat
dalam gambar dibawah.
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Gambar 1.1 Tahapan Penjenjangan Kinerja
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PENERJTMAHAN

POHON XINER'A

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur
logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam
menghasilkan outcome yang diinginkan. Penyusunan pohon kinerja menjadi
dasar dalam penjenjangan kinerja instansi pemerintah.

a. Tahap 1 : Tentukan Outcome / Hasil yang akan Dij abarkan
Tahap pertama dari peny'usunan pohon kinerja adaiah menetapkan

outcome f hasil yang akan dijabarkan dalam pohon kinerja. Penentuan
outcome /hasil apa yang akan dijabarkan memerlukan kesepakatan
bersama, khususnya dari para penentu keputusan strategis, karena akan
mempengaruhi bangunan kinerja instansi nya. Identifikasi ini seharusnya
dilakukan berdasarkan pada bukti (euidencel maupun data yang andal
dan valid. Identilikasi outcome ini juga harus terkait dengan ha1-hal yang
bersifat faktual/empiris ataupun berdasarkan isu strategis yalg terjadi
dan bukan hanya berdasarkan perkiraan semata.

Outcome /hasll tingkat instansi harus menggambarkan
outcome/hasil yang strategis (strategic objectiuel. Outcome f hasil strategis
sendiri menggambarkan perubahan kondisi lingkungan masyarakat
karena hal tersebut menggambarkan pengaruh / keberadaannya bagi
lingkungan/masyarakat. Secara umum, terdapat beberapa faktor yang
mendasari sebuah instansi dalam menetapkan outcome / strategis nya,
antara lain:

1. Mandat atas tugas dan fungsi yang diembannya sesuai dengan
Peraturan-perundangan yang berlaku ;

2. Isu strategis/ permasalahan yang dihadapi dihadapi dan yang
akan dihadapi;

3. Ekspektasi/ harapan masyarakat dan/atau stakeholder.
Selain itu, penyusunan pohon kinerja sebaiknya dilakukan

terhadap satu outcome/hasi1/kinerja dan tidak menggabungkan
beberapa isu menjadi satu pohon kinerja. Sebagai contoh, peningkatan
pertumbuhan ekonomi adalah satu isu. Peningkatan kesejahteraan
masyarakat adalah kesejahteraan isu. ekonomi dan satu Peningkatan
pertumbuhan masyarakat adalah dua isu. Akan sulit untuk mengurai

PENYUSUNAN POHON KINERJA

I
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b

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
dalam satu pohon kinerja karena penjabaran nya akan berbeda.

Tahap 2 : Identifikasi Citical Succes Factor yang Dibutuhkan untuk
Mencapai Kinerja f Outcome Strategi

Setelah instansi pemerintah menetapkan outcome/hasil yang
harus dicapai, maka tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi Critical
Success Factor (CSF) outcome f h.asil terkait. Mengidentifikasi CSF
sebenarnya adalah langkah awal untuk membangun model logis dari
outcome/ kinerja. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya, proses membangun model logis kinerja sebenarnya adalah
mengidentifikasi kondisi/outcome antara (immediatel initial outcomel
sampai pada kondisi paling teknis/operasional yang dapat menghasilkan
output.

Namun demikian untuk mendapatkan kondisi antara yang
diperlukan tidaklah mudah. Seringkali identifikasi instansi pemerintah
menjadi tidak tepat dan justru mendapatkan kondisi antara yang
sebenarnya tidak diperlukan. Oleh karenanya, untuk mendapatkan
kondisi antara yang diperlukan, dianjurkan untuk mengidentifikasi CSF.

CSF adalah area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang
berpengaruh dalam mewujudkan kinerja. Apabila CSF tercapai, maka
outcome f hasil berpotensi besar untuk tercapai. Oleh karenanya
mendapatkan CSF yang tepat menjadi sangat penting bagi instansi
pemerintah. Keterbatasan pengetahuan, pengalaman, teori, dan logika
menjadi hambatan dalam mendapatkan CSF yang tepat. Oleh karenanya,
instansi pemerintah dianjurkan untuk mendapatkan CSF melalui diskusi,
brainstorming, meminta pendapat para ahli, serta mengambil teori-teori
yang relevan.

Beberapa pertanyaan dapat diajukan untuk mendapatkarr CSF
seperti "Apa saja yang harus ada/diperlukan agar outcome/kinerja
tercapai?" dan "Bagaimana agar kinerja/outcome terwujud? Apa kondisi
prasyarat yang harus ada agar outcome terealisasi?". Dalam menjawab
pertanyaan tersebut dan agar model logis yang disusun berkualitas baik,
maka terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Tetapkan CSF yang menggambarkan isu/permasalahan yang
benar-benar tefadi lfactual probleml.

2. Tetapkan CSF yangjuga menggambarkan kebutuhan mencapai
outcome f kinerj a di masa yang akan datang (antisipatif);

3. Tetapkan CSF dengan mempertimbangkan perubahan
lingkungan;

4. Identifikasi CSF harus dilakukan secara holistic, tidak tersekat
urusan;

5. Pastikan CSF merupakan "sebab" atau "cara' dan
kinerja/ outcome adalah "akibat" atau "hasil" nya'

Setelah mengeta-hui faktor-faktor yang menjadi penyebab
kemacetan berlalu lintas, selanjutnya, terjemahkan laktor-faktor tersebut
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ke dalam kalimat-kalimat kondisi yang diperlukan untuk mencapai
outcome. Untuk memudahkan, proses penjabaran dapat dilakukan
dengan menggunakan gambar.

Gambar 1.2 Contoh Penjabaran Outcome ke Kondisi yang Diperlukan

Tahap 3 : Uraikan Critical Succes Factor kepada Kondisi-Kondisi
Antara Sampai Kepada Kondisi Paling Teknis / Operasional

CSF yang teiah diidentifikasi dan diterjemahkan dalam ka-limat
kondisi merupakan dasar bagi proses penjabaran kondisi-kondisi perlu
lainnya. Proses penjabaran-nya sama seperti ketika mengidentifikasi key
success factor dan menerjemahkannya menjadi kondisi yang diperlukan
untuk pencapaian outcome. Gunakan logika "sebab-akibat atau jika-
maka, atau gunakan pertanyaan "kondisi apa yang diperlukan agar CSR

dapat terwujud?". Sama halnya seperti menentukan CSF, mengurai CSF
kepada kondisi-kondisi antara dapat dilakukan dengan' melakukan FGD,

brainstorming, melihat teori, untuk selanjutnya mencocokkannya dengan
kondisi empiris yang sebenarnya terjadi. Lakukan identifikasi kondisi
antara :

, Tanpa mengaitkannga terlebih dahulu dengan komponen perencanaan.
, Tanpa menghubungkannga terlebih dahulu dengan struktur organisasi

exbting
. Tanpa menghubungkannga terlebih dahulu dengan nama

program/ kegiatan
. Tanpa menghubungkannga terlebih dohulu dengan anggaran eisting
. Sampai dengan kondisi paling operasional dapat dilaleukan sesuai

deng an kebutuhan jenj ang org anisasi
Dengan mempertimbangkan beberapa hai. Pertama, kemungkinan

adanya outcome antara yang menjadi kinerja organisasi lain (crossa.Lttingl.
Kedua, adanya redundansi atau pengulangan makna'Ketiga,
kemungkinan kealpaan mengenali adanya hubungan sebab akibat'
Terakhir, evaluasi derajat kepentingan masing-masing sebagai variabel
yang mempengaruhi kinerja.
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Gambar 1.3 Contoh Mengurai CSF kepada Kondisi Antara.
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d. Tahap 4 : Lengkapi dengan Indikator Kinerja
Apabila variabel yang mempengaruhi pencapaian outcome telah

cukup dijabarkan, maka langkah selanjutnya adalah melengkapi setiap
variabel dengan indikatornya masing masing. Indikator harus mampu
menggambarkaa pencapaian kinerja pencapaian kinerja suatu kegiatan,
prograrn atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (outputl, hasil
(outcomel, dampak (impactl, dan terukur. Indikator yang baik yaitu
indikator yang memenuhi kriteria SMART yakni Specific, Measurable
Attainable, Releuant, dan Timebound.

l. Specific berarti bahwa indikator tersebut harus menunjukkan
kondisi yang spesifik, tidak blas, atau bermakna ganda.

2. Measurable berarti indikator tersebut harus dapat diukur secara
objektif dan memiliki ukuran kuantitatif

3. Attainable berarti bahwa indikator tersebut adalah indikator yang
memungkinkan organisasi mencapainya, tidak terlalu sulit dicapai,
namun juga tidak terlalu mudah dicapai.

4. Releuant berarti indikator tersebut harus memiliki relevansi atau
keterkaitan yang dekat dengan kinerja yang diukur

5. Time Bound berarti bahwa indikator tersebut adalah indikator yang
menggambarkan kondisi pada suatu kurun waktu tertentu.
Indikator harus mampu menggambarkan pencapaian kinerja suatu
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kegiatan, program/sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran
loutputl, hasil (oufcome) , dampak (impactl dan terukur.

Gambar 1.4 Melengkapi dengan Indikator Kinerja

Tahap 5: Menerjemahkan Pohon Kinerja ke Komponen Perencanaan
Setelah pohon kinerja tersusun dengan baik, selanjutnya pohon

kinerja tersebut diterjemahkan menjadi nomenklatur program/kegiatan

".".,ii d..rg"n peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
didistribusilian ke setiap jabatan dalam struktur organisasi, yang akan
dibahas pada bab selanjutnya. Lebih lanjut, pohon kinerja ini juga dapat
dijadikan dasar rujukan dalam menetapkan struktur organisasi instansi
pemerintah. Dengan demikian, nantinya struktur organisasi yang
dibangun dapat mendukung pencapaian kinerja yang diharapkar. Secara

umum, tahap-tahapnya adalah sebagai berikut:
1. Mengklasifikasi Level Kinerja
2. Menuangkan Pohon Kinerja ke Perencanaan
3. Mendistribusi Kinerja ke setiap Jabatan
Langkah-langkah tersebut tentu harus melihat bahwa kinerja

strategis ".ktor 
sebagai ukuran kinerja Menteri/Kepala Lembaga, lalu

kinerja strategis sub sektor sebagai ukuran kinerja Eselon I, terakhit
kinerja taktikal dan output kegiatan sebagai kinerja Eselon II'

IE
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Gambar 1.5 Penuangal Pohon Kinerja ke Setiap Jabatan
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BAB III
PENGUKURAN KINERJA

3.1 PENGUMPULAN DATA KINERJA
Dalam rangka menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas kinerja

serta memudahkan dalam pengelolaan data kinerja, maka data kinerja harus
dikumpulkan dan dirangkum dengan baik dan rapi. Pengumpulan data kinerja
harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi
pengumpulan data, penanggung-jawab, mekanisme perhitungan dan media
yang digunakan.- - Agar data pencapaian kinerja di masing-masing Perangkat Daerah dapat
disajikan, diukur, dan disampaikan dengan benar, tepat waktu, dan
bertanggung-jawab, maka diperlukan petunjuk teknis pengumpulan data
tinerja Ferangkat Daerah yang di tetapkan oleh masing-masing Kepala Dinas.

Pengumpulal data kinerja yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah
Daerah dilakukan melalui satu sistem terintegrasi yang bernama E-SAKIP. Pada

E-SAKIP telah terdapat target dan capaian kinerja setiap perangkat daerah yang
dipantau secara rutin capaiannya dalam kurun waktu 3 bulan sekali. Masing-
masing Perangkat Daerah meiakukan pengumpulan data kinerja dengan
minimal data-data yang terkumpul sebagai berikut:

1. Data Indikator Kinerja utama (lKU), Indikator Kinerja Lainnya (Indikator
Program, Indikator Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan)

2. Membandingkan antara target dengan reakisasi, analisis pendorong dan
penghambat pencapaian kinerja, manfaat atau dampat positif dan negatif
dari capaian kinerja

3.2 MEKANISME PENGUKURAN KINERJA
Setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran

kinerja bertujuan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan
publik dan mlningkatkan Akuntabilitas Kinerja dengan melakukan klarifikasi
-keluaran 

(outputl dan Hasil (outcomel yang akan dan seharusnya dapat dicapai
untuk memudahkan tercapainya tujuan organisasi yang akuntabel, Setiap
pelaksanaan pengukuran kinerja di dasarkan atas penggunaan indikator
Liner.la yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja serta telah
terjabarkan ke dalam rencana aksi pencapaian kinerja. Dengan adanya
pengukuran kinerja, maka aktivitas perencanaan dan implementasi kinerja
dapat diukur dengan baik ketercapaian / kegagalan dalam mencapai kinerja'

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala, yakni triwulan'
pengukurin Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang

seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan, serta dilengkapi dengan
analisis iaktor pendorong dan penghambat capaian kinerja sebagai dasar
peningkatan kinerja ataupun perbaikan kinerja. Pelaksanaan pengukuran
kineria ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-SAKIP Kabupaten
Tangerang.

Monitoring, evaluasi, dan validasi data Pengukuran Kinerja Perangkat
Daerah dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas,
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sedangkan di tingkat pemerintah daerah dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati. Format pengukuran kinerja ada pada anak lampiran
Form C lampiran pada Peraturan Bupati ini.

Hasil Pengukuran Kinerja yang berisi capaian hasil kinerja dapat
dijadikan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi pada Perangkat
Daerah dan penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang lebih efektif dart
efisien. Proses pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah
memanfaatkan teknologi informasi dalam aplikasi E-SAKIP

3.3 PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
Penghargaan dan sanksi atau pemberian penghargaan dan sanksi adalah dua
bentuk metode dalam memotivasi kinerja Perangkat Daerah dalam memberikan
pelayanan prima dan meningkatkan prestasinya. Pemberian penghargaan dan
sanksi sesuai dengan mekanisme reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah.
Mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi di Pemerintah Daerah
dilakukan pada level Perangkat Daerah. Pemberian penghargaan dan sanksi di
Perangkat Daerah diberikan oleh Bupati dan diukur secara teknis oleh Tim
Penilai. Kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi didasarkan pada 3 aspek
ukuran, yakni:

1. Perangkat Daerah dengan pelaksanaan budaya kinerja
2. Perangkat Daerah dengan nilai hasil evaluasi SAKIP
3. Perangkat Daerah dengan rata-rata capaian kinerja, serapan keuangan,

dan serapan fisik

3.3.1 MEKANISME PENGUKURAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:

A. Perangkat Daerah dengan pelaksanaan budaya kinerja
Pelaksanaan budaya kinerja diberikan dengan memperhatikan kaidah
budaya kinerja yakni sebagai berikut:

1) Ketepatan penlusunan Perjanjian Kinerja
2) Ketepatan penJrusunan Sasaran Kinerja Pegawai
J Ketepatan pen)rusunan Rencana Aksi Pencapaian Sasaran Kinerja
4 Ketepatan memperbarui data kinerja dalam Aplikasi E-SAKIP
5 Ketepatan memperbarui Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Negara
6 Ketepatan memperbarui Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan
7) Ketetapan pengumpulan data pendukung Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8) Ketepatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi
9) Ketepatan Penyusunan Rencana Kerja

10) Ketepatan Peny'usunan Laporan Keuangan
11) Ketepatan Pen)'usunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan
12) Ketepatan menyampaikan tindaklanjut dari LHE AKIP
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B. Perangkat Daerah dengan Nilai Hasil Evaluasi AKIP
Pelaksanaan Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Inspektorat terhadap

seluruh Perangkat Daerah. Pelaksanaan dilakukan setiap tahun sekali
dengarr mempertimbangkan aspek ketersediaan, kualitas, dan implementasi
dokumen SAKIP. Tim yang melaksanakan evaluasi SAKIP di Perangkat
Daerah dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Inspektorat

C. Perangkat Daerah dengan rata-rata capaian kinerja, serapan keuangan,
dan serapan lisik terbaik

Penilaian kinerja Perangkat Daerah dilakukan sebagai dasar dalam
pemberian penghargaan dan sanksi. Adapun unsur yang di nilai adalah sebagai
berikut:

Pemberian penghargaan dan sanksi dilakukan per triwulan berdasarkan
penilaian dari Tim Penilai. Pemberian penghargaan dan sanksi dilakukan
berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, prioritas
penganggaran, dan tingkat pencapaian realisasi kinerja berdasarkan bobot
penilaian.

Pemberian penghargaan dan sanksi diberikan oleh Bupati kepada
Kepala Dinas berdasarkan perhitungan pada 3 (tiga) aspek diatas. Pemberian
penghargaan akan diatur lebih Ianjut dalam Surat Keputusan Bupati yang
terpisah dalam Perbup ini. Kewenangan dalam memberikan penghalgaan dan
sanksi juga berdasarkan kewenangan secara langsung oleh Bupati'

No Kinerja Perangkat Daerah Realisasi Nilai

1 Realisasi Fisik 0<60% Sangat Buruk
Buruk

7l-8O o/o Cukup
81 -90% Baik
91-100% Sangat Baik

2 Realisasi Anggaran O<600/o Sangat Buruk
Buruk

7 7 -80 o/o Cukup
81 -90% Baik
9 7 - lO0o/o Sangat Baik

J Realisasi Kinerja o<600k Sangat Bumk
61-70% Buruk
7l-8O o/o Cukup

81 - 90 o/o Baik
91-100% Sangat Baik

61-70%

67 -7 Oo/o
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3.3.2 PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pemberian penghargaan dilakukan dengan bentuk pemberiart
penghargaan bagi Perangkat Daerah. Adapun penghargaan diberikart
t..d''r.t.k"., 3 liategorisasi aspek ukuran nilai. Selanjutnya, pemberian
penghargaan yang dimaksud akan diatur lebih lanjut dalam surat Keputusan
Bupati yang terpisah dalam Perbup ini.

3.3.3 PEMBERIAN SANKSI
Pemberian sanksi dilakukan dengan pemberian teguran lisan atau

teguran tertulis dan atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Pemberian

".-rrk.i .1rg, diberikan secara langsung oleh Bupati kepada Perangkat Daerah'
Adapun mekanisme pemberian sanksi secara teknis akan diatur dalam Surat
Keputusan Bupati yang terpisah dalam Perbup ini.

3.3.4 TIM PENILAI
peran tim penilai merupakan bagian daripada pelaksanaan pemberian

penghargaan dan sanksi bagi setiap Perangkat Daerah yang ada di Daerah'
ir".in ti- penilai menjamin agar pelaksanaan pemberiaan penghargaan dan
sanksi berjalan maksimal sesuai dengan capaian kinerja yang dilaksanakart
oleh masing-masing Perangkat Daerah. Adapun Tugas daripada Tim Penilai
yakni sebagai berikut:

a. Melaksanaan penilaian budaya kinerja
b. Melaksanakan penilaian hasil evaluasi AKIP di Perangkat Daerah
c. Melaksanakan penilaian capaian fisik, keuangan, dan kinerja
d. Merumuskan dan melaksanakan hal teknis berkaitan dengan

pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi bagi Perangkat Daerah
e. Melaporkan hasil penilaian kepada Bupati sebagai bahan pengambilan

keputusart
f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian penghargaan dan

sanksi

Selanjutnya, wewenang dari Tim Penilai adalah sebagai berikut:

a. Meminta data dan informasi kepada setiap Perangkat Daerah yang
berhubungan dengan pelaksanaan penilaian budaya kinerja, hasil AKIP,

dan capaian fisik, keuangan, serta kinerja. Diantaranya adalah data dart

informasi yang terkait
b. Melakukan pendrt.ma., ke Perangkat Daerah dalam rangka validasi data

yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian baik melalui observasi
lapangan, wawancara atau metode lainnya yang efektif

c. Memberikan nilai terhadap masing-masing komponen
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BAB IV
PELAPORAN KINERJA

Setiap Perangkat Daerah wajib menFlsun dan menyajikan Laporan
Kinerja berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan'
Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk:

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan

b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah
(atau PD) untuk meningkatkan kinerjanya.
Laporan Kinerja terdiri dari Laporan Kinerja interim dan Laporan Kinerja

tahunan. Laporan Kinerja interim adalah Laporan Kinerja triwulanan. Laporan
Kinerja triwulanan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan
triwuianan. Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja triwulanan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Kinerja
triwulanan ini juga dilakukan untuk melihat capaian kinerja dari target setiap
triwulan yang telah ditetapkan oleh setiap Perangkat Daerah diawal tahun
perencanaan. Target setiap triwuian ini dilihat dalam dokumen rencana al<si

Perangkat Daerah.
L.po.att Kinerja tahunan disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran
berakhir. Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan Perangkat Daerah, Bupati
men3rusun capaian kinerja Pemerintah Daerah untuk kemudian menjadi
bagian/Bab datam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan
menyampaikannya kepada Gubernur Banten, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Menteri Fendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri
Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja tahunan Perangkat Daerah berisi ringkasan tentang
Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana
ditetapkan da.lam dokumen pelaksanaan APBD. Laporan Kinerja tatrunan
Perangkat Daerah paling sedikit menyajikan informasi tentang:

1. Membandingkan antara target dan rea-lisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi klnerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencana€rn
strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(jika ada);

5. Ana-lisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah
dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
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Sekretaris Daerah bertanggungjawab terhadap pen,'r-lsunan Laporan
capaian Kinerja Ta_hunan Pemerintah Daerah. Bagian organisasi Sekretariat
Dairah sebagai koordinator pen1rusunan Laporan Capaian Kinerja Tahunan
Pemerintah Daerah.

4. 1 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun
sesuai dengan standar sistematika peraturan yang berlaku. Berdasarkan
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) menyajikan informasi mencakup:

a. Perencanaan Kinerja
b. Capaian Akuntabilitas Kinerja

Secara sistematika LPPD disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. LPPD terdiri dari lima (V) bab yang meliputi:

a. Pendahuluan
b. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
c. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan
d. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
e. Penutup

4.2 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
Dokumen Laporan Kinerja disusun sesuai dengan standar sistematika

peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2bt+ tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya laporan
kinerja disusun oleh yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan
informasi tentang:

a. Uraian singkat organisasi.
b. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan.
c. Pengukuran kinerja.

Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil
program / kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Hasil
,t rli"is ini Juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh
format Laporan Kinerja tahunan PD dan Laporan capaian Kinerja Pemerintah
Daerah teicantum dalam anak lampiran Form e dan anak lampiran Form f yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Contoh format Laporan Kinerja tahunan PD dan Laporan Capaian Kinerja
Pemerintah Daerah tercantum dalam anak lampiran Form D dan anak lampiran
Form E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'



Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diawali dengan
perumusan tujuan evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan ruang
iingtup evaluasi, perancangan desain evaluasi, menentukan mekanisme
p.i"k"*r^. evaiuaii, diakhiri dengan pelaporan dan pengkomunikasian hasil
ivaluasi. Desain evaluasi pada intinya mengidentifikasikan jenis informasi yang
perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi, misalnya: deskripsi, pertimbangan
profesional (judgement), dan interpretasi. Jenis pembandingan yang .1kan
hil"k,1krr, 

'harus 
disesuaikan dengan jenis penilaian (penilaian

kelayakan/progress, penilaian efektivitas, dan evaluasi efisiensi) yang

.rrr.irrg-t"it g memerlukan jenis pembandingan yang berbeda, sehingga

memerlukan desain evaluasi yang berbeda. Kerangka logis evaluasi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara umum dapat digambarkan
sebagai berikut:
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EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
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Pada penerapannya, ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah mencakup, antara lain:

1 ) Penilaian kualitas perencanaan kinerj a yang selaras yarrg akan dicapai
untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah
menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai
kinerja;

NSTRIAIEN DA.\ AL.{T

t l

\IETODOLOGI DAII IEKNIK
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3) Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian
kinerja, baik keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar
dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja
berikutnya;

4) Penilaian evaluasi akuntabiiitas kinerja instansi pemerintah yang
memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi
SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan

5) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja
lainnya

Berbagai teknik evaluasi yang dapat digunakan secara umum untuk
memenuhi tujuan evaluasi, antara lain telaah sederhana, survei sederhana,
survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (applied
researchl, survei target evaluasi (target groupl, penggunaan metode statistik,
pen ggunaan metode statistik non -parametrik, pembandi ngan (b enchmarkingl,
analisis lintas bagian (cross section analgsisl, analisis kronologis (time series
analysisl, tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/ikon/ simbol-
simbol, dan sebagainya. Beberapa teknik dalam evaluasi yang dapat digunakan
dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

a) Checklist Pengumpulan Data dan Informasi
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan
menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi
yang akan diisi dan dipenuhi oleh instansi pemerintah/unit kerja
secara mandiri. Checklist kebutuhan data dan informasi berisi
daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan da-lam
pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan
data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang
dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada
penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia
data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dapat
dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui
media teiekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun
digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu
jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan
ditanyakan. Hal penting lainnya yang harus dipersiapkan antara
lain sikap, penampilan, dan perilaku yang mengarah untuk dapat
bekerja sama.

c) Observasi
Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan
melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini
dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan
menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka
mengamati proses dan jalannya aktivitas.
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d) Studi Dokumentasi
Merupakan teknik mengumpulan data dan informasi yang tidak
secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi
pemerintah/unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber
literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi
baik cetak maupun elektronik/digital.

Berdasarkan pada kebutuhan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP,
pelaksanaan evaluasi AKIP dilakukan melalui dua tahapan yaitu yang pertama
adalah tahapan persiapan evaluasi atau yang bisa disebut dengan Pra Evaluasi
dan Pelaksanaan Evaluasi. Pra Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh
gambaran awal secara umum tentang intansi pemerintah/unit kerja yang akan
dievaluasi. Dalam tahapan pra evaluasi, evaluator hendaknya tidak terjebak
pada pengumpulan data yang terlalu mendetail, karena pada dasarnya pra
evaluasi dititikberatkan untuk memahami instansi pemerintah/unit kerja yang
akan dievaluasi secara umum yang hasilnya akan digunakan sebagai data awal
dalam merencanakan evaluasi

5.1 PRA EVALUASI AKIP PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan pada kebutuhan pelaksanaan evaluasi AKIP, maka akan

dilaksanakan melalui dua tahapan, yang pertama adalah tahapan persiapan
evaluasi atau yang bisa juga disebut sebagai Pra Evaluasi AKIP dan nantinya
baru akan dilanjutkan dengan tahapan Evaluasi AKIP itu sendiri' Pelaksanaan
Evaluasi AKIP pada setiap Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kementerian
PANRB selaku leadin g sector atau penanggungiawab pelaksanaan SAKIP di
seluruh daerah di Indonesia. Terdapat 3 tahapan dalam pelaksanaan Evaluasi
AKIP ini, yaitu Pra Evaluasi, Evaluasi Mendalam, dan Penyampaian Hasil SAKIP.

Pra Evaluasi SAKIP

-

Evaluasi SAKIP

Gambar 4.2 Pelaksanaan Evaluasi SAKIP

Pelaksanaan Pra-Evaluasi AKIP dilakukan secara mandiri oleh Kabupaten
Tangerangsebagai bentuk penilaian pelaksanaan SAKIP yang sudah berjalan
sebelumnya. Manfaat dari pelaksanaan pra Evaluasi AKIP ada-lah sebagai
berikut :

a) Memberikan gambaran pemahaman dasar mengenai kinerja utama atau
peran dasar unit kerja/satuan kerja yang akan dievaluasi;

b) Memberikan informasi tentang fokus prioritas yang menjadi perhatian dalam
evaluasi; dan

c) Mampu merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi secara berkualitas
dan sesuai dengan tujuan.
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pelaksanaan Pra Evaluasi AKIP di Kabupaten Tangerang dilakukan melalui
beberapa langkah, yaitu :

a. Langkah I - Tim SAKIP Kabupaten Tangerangdan Perangkat Daerah
melakukan pengumpulan data kinerja SAKIP yang terdiri atas beberapa
dokumen seperti, dokumen perencanaan kinerja, dokumen pengukuran
kinerja, dokumen pelaporan kinerja, dan dokumen evaluasi internal'

b. Langkah 2 - Sekretariat Daerah Bagian organisasi dengan Inspektorat akan
melakukan asistensi dan penilaian untuk bukti dukung dari Dokumen SAKIP
pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah pada tahun n. Pelaksanaan ini
dilakukan minimal 3 bulan sebelum pelaksanaan Evaluasi AKIP oleh
Kementerian PANRB dilaksanakan.

c. Langkah 3 - Hasil asistensi dan penilaian bukti dukung dokumen SAKIP akan
diseiahkan ke masing-masing Perangkat Daerah minimal 1 bulan sebelum
pelaksanaan Evaluasi AKIP oleh Kementerian PANRB agar tiap Perangkat
baerah mampu untuk melakukan revisi dan penyempurnaan untuk
dokumen SAKIP yang belum ideal.

d. Langkah 4 - Tim SAKIP Kabupaten Tangerangmerumuskan skema dan a-lur

Evaluasi AKIP yang didalamnya meliputi paparan SAKIP Daerah dart

Perangkat Daerah, data bukti dukung hasil petaksanaan SAKIP, inovasi-
inovasi dari tiap pelayanan public, serta hasil bukti dukung pembangunan
sesuai dengan Indikator Kinerja Daerah yang sesuai dengan dokumen RPJMD
Kabupaten Tangerang.

e. Langkah 5 - Mengundang evaluator SAKIP dari Kementerian PANRB untuk
menyampaikan kekurangan hasil nilai SAKIP pada periode sebelumnya dan
melaporkan progress pelaksanaan SAKIP pada tahun berjalan. Hal ini dapat
dilakukan secara rutin setiap bulan dalam jangka waktu minimal 3 bulan
sebelum pelaksanaan Evaluasi AKIP dari Kementerian PANRB dimulai.

5.2 EVALUASI AKIP LEVEL PEMERINTAH KOTA DAN PERANGKAT DAERAH
Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan

dengan tetap memperhatikan hasil Evaluasi AKIP di tahun sebelumnya. Hal-hal
penting yang perlu diperhatikan terkait dengan Evaluasi AKIP ini adalah sebagai
berikut :

a. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras dan yang akan dicapai untuk
mewujudukan hasil yang berkesinambungan;

b. Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi
kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.

c. Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja,
baik keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan yang
memberikan dampak besar dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan
kineda berikutnya;

d. Evaluasi AKIP yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi
SAKIP untuk efektivitas dan ehsiensi kinerja.



Untuk penjelasan lebih lanjut, bisa dilihat pada PermenPANRB Nomor 88

Tahun 202 f tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan
dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data dan
infoimasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi
terakhir yang digunatan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan.
Evaluasi 

-RKIP 
harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa

variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-
komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaarl kinerja, pengukuran
kineija, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai

fakta obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP.

Komponinkomponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja
Evaluasi (LKE).

Berikut ini merupakan list Dokumen SAKIP yang harus disiapkan
sebelum evaluasi SAKIP. Pembagian ini didasarkan pada setiap komponen yang

ada dalam aspek sakip yaitu perLncanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi
internal.

A. Perencanaan Kinerja
1) Peraturan Pemerintah / Kementerian I Lembaga I Kepala

Daerah atau SOP atau Juknis mengenai pedoman
pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah;

2) Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
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Pohon Kinerja;
Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
Perubahannya;
Rencana Strategis (Renstra);

Rencana Kerja (Renja) dan Perubahannya;
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahannya;
Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perubahannya;
Rencana Aksi (Renaksi);

J
4
5

6
7
8
9

10
11) Diagram Cascading;
12) Diagram Crosscuting;
13) Perjanjian Kinerja (PK).

B. Pengukuran Kinerja
1) Peraturan / SK dari Kepala Daerah atau PERANGKAT

DAERAH tentang Indikator Kinerja Utama (IKU);

2) Peraturan / SK / SOP dari Kepala Daerah atau PERANGI(AT
DAERAH tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan
Pengukuran data Kinerja;

3) Peraturan / SK Kepala Daerah mengenai Tambahan
Penghasilan Pegawai berdasarkan Kinerja;
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4) Peraturan / SK Kepala Daerah mengenai penempatan /
penghapusan jabatan struktural dan fungsional berdasarkan
kinerj a pegawai;

5
6
7

Sumber Data Pengukuran Kinerja;
Laporan Pengukuran Kinerja Unit Kerja;
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan 1, 2, 3, dan 4.

C. Pelaporan Kinerja
1) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
2) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) LKIP;
3) iriman / penyerahan I tanda terima LKIP
4) Bukti unggah LKIP pada Website PERANGKAT DAERAH atau

E-SakiP
D. Evaluasi Akintabilitas Kinerja Internal

1) Peraturan / SK / SOP / Petunjuk Teknis mengenai Pedoman
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

2) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan 1,2,3, dan 4;

3) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun sebelumnya;

Pelaksanaan evaluasi AKIP pada Pemerintah Daerah dilaksanakan satu
tahun sekali oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, meliputi entitas Pemerintah Daerah sebagai "pusat' dengan PD yang

ada dibawahnya. PD yang diuji petik (sampling) untuk dievaluasi disesuaikan
dengan kebutuhan minimum dalam pencapaian predikat AKIP, sebagai berikut:

a. Target predikat C dan D, tidak perlu penilaian sampling unit kerja karena
fokus perbaikan adalah pada level "Pusat";

b. Targef predikat CC perlu sampling unit kerja yang ada pada "Klaster
Utama" dengan jumlah sampling minimai 3 unlt kerja;

c. Target predikat B selain perlu sampling unit kerja yang ada pada "Klaster
Utama; dengan jumlah sampling minimal 3 unit kerja, juga perlu
sampling unit kerja yang ada pada "Klaster Pendukung" dengan jumlah
satt pli.rg minimal 3 unit kerja, dan rata-rata sampling unit kerja pada

"Klaster Utama" harus minimal "Baik" (Rata-rata B).

d. Target predikat BB selain perlu sampling unit kerja yang ada pada

"Klastei Utama" dan "Klaster Pendukung" dengan jumlah sampling
masing-masing minimal 3 unit kerja, juga perlu sampling unit kerja yang
ada pada "Klaster Tambahan" dengan jumlah sampling minimal 3 unit
kerja, dan nilai rata- rata sampling unit kerja pada "Klaster Utama" harus
minimal "sangat Baik" (Rata-rata BB);

e. Target A selain perlu sampling unit kerja yang ada pada seluruh klaster
unii kerja, dengan jumlah sampling masing-masing minimal 3 unit kerja,
nilai rata-rata sampling unit kerja pada "Klaster Utama" harus minimal
"Memuaskan" (Rata-rata A) dan nilai rata-rata sampling unit kerja pada
"Klaster Pendukungl harus minimal "sangat Baik" (Rata-rata BB); dan

f. Target predikat AA selain perlu sampling unit kerja yang ada pada seluruh
klaJter unit kerja, dengan jumlah sampling masingmasing minimal 3 unit
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kerja, nilai rata-rata sampling unit kerja pada seluruh klaster harus
minimal "Memuaskan" (Rata-rata A).

Berikut da-ftar klister untuk sampling unit kerja dalam evaluasi SAKIP pada

Pemerintah Daerah:
Tabel Klaster Evaluasi SAKIP

5,2.2 Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dilakukan satu tahun

sekali oleh Evaluasi SAKIP Kabupaten Tangerang yakni tim yang dibentuk oleh

Inspektur Daerah Kabupaten Tangerang selaku Kepala Perangkat Daerah yang

meiaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan untuk melaksanakan

Utama Pendukung Tambahan

Perencanaan
Pembangunan Daerah

Tenaga Kerja
Komunikasi dan
Informatika

Pengawasan Internal
Pemberdayaan
Perempuan dan

Anak
Statistik

Pendidikan
Pengendalian Pendidikan
dan Keluarga Berencana

Kesehatan Pangan

Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

Pertanahan Kesekretariatan

Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman

Lingkungan Hidup Kepegawaian

Ketentraman, Ketertiban,
dan Perlindungan
Masyarakat

Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Keuangan

Sosial
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Aset (Barang Milik
Negara/ Daerah)

Pertanian (Pilihan) Perhubungan Rumah Sakit

Kelautan dan Perikanan
(Pilihan)

Koperasi, Usaha Kecil,
dan Menengah

Pendidikan dan Pelatihan

Perindustrian (Pilihan) Penanaman Modal Kecamatan

Pariwisata (Pilihan)
Kepemudaan dan
Olahraga

Perdagangan Perpustakaan
Kebu dayaan
Kehutanan
Energi dan Sumber DaYa
Mineral
Transmigrasi

Perlindungan

Persandian

Kearsipan
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kegiatan evaluasi SAKIP di Kabupaten Tangerang. Dalam tahapan Evaluasi ini,
Perangkat Daerah akan dievaluasi secara rinci dan mengacu pada bukti dukung
yat g dibrtuhkan oleh Evaluator. Adapun bukti dukung yang disediakan oleh
Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Dokumen Renstra Perangkat Daerah
b. Pohon Kinerja/ Penjenjangan Kinerja dan Cascading Kinerja
c. Dokumen Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
d. Dokumen Perj anj ian Kinerja
e. Dokumen Rencana Aksi
f. Laporan Kinerja Perangkat Daerah
g. Laporan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Selanjutnya, untuk menjelaskan aspek-aspek oleh Perangkat Daerah yang telah
ditindaklanjuti dari hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

a. Matriks tindak lanjut hasil rekomendasi tahun sebelumnya
b. Progres dan capaian hasil perbaikan AKIP yang telah dilakukan (keadaan

before-after)
c. Pohon kinerja, cascading, dan crosscutting program/kegiatan

Berikut dibawah ini merupakan contoh matrik tindaklanjut hasil evaluasi AKIP

CONTOH MATRIKS TINDAK IANJUT HASIL EVALUASI AKIP

No. Rekomendasi
Rencana Aksi

Tindak [anjut
Penanggung

lawab
Status/Progress

Penyelesalan

Selanjutnya, berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, akan
dilanjutkan dengan tahapan LKE dianaiisis dan digunakan sebagai bahan dasar
dalam menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Penilaian Evaluasi AKIP
dilakukan dengan pengisian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP yang terdiri
dari Komponen, Sub Komponen dan Kriteria yang akan dinilai sesuai dengan
jawaban dengan predikat A IAIBBICCICID/E' gambaran predikat nilai
tersebut adalah sebagai berikut :
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Tabel 4.3 Bobot Penilaian Kriteria

Sumber : PermenPANRB No. 88 Tahun 2O21 tentang Eualuasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

Setiap Sub-Komponen kriteria yang diberikan nilai dalam proses
pemenuhannya juga harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan
teserta daftar dokumen yang relevan dengan kriteria yang dimaksud. Setelah
analisis nilai tiap komponen telah selesai disusun maka akan diperoleh nilai
akhir penilaian AKIP, sebagai berikut :

Tabel 4.4 Predikat Nilai Akhir AKIP

Nilai Kriteria Penilaian
Bobot
Nilai

AA Pemenuhan kriteria 100% dan telah dipertahankan dalam
setidakn a 5 tahun terakhir.

A Pemenuhan kriteria 100% dan telah dipertahankan dalam
setidaknya I tahun terakhir

90

BB Pemenuhan kriteria 100% sesuai dengan mandat kebijakan
nasional

80

B Kualitas seba an besar kriteria te enuhi >7 5o/o - 70Oa/o 70
Kualitas seba an besar kriteria te nuhi >5Oo/o - 7 Sok 60

C Kualitas se ian kecil kriteria ter enuhi >25o/o - 5O%o 50

D Kriteria penilaian telah mulai dipenuhi (o/o- 25o/ol 30

E Sama sekali tidal< ada u a emenuhan kriteria enilaian 0

Predikat lnterp retasi

AA
(Nilai>90-100)

Sangat Memuaskan
- Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja
dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit
kerja.
- Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif,
dan efisien (Reforml
- Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke
level individu

A
(Nilai>80-90)

Memuaskan
- Terdapat gambaran bahwa instansi
pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan
dalam mewujudkan pemerintah berorientasi hasil,
karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai
ke level eselon 4/pengawas/sub koordinator

100

CC
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Predikat Inter retasi

BB
(Nilai>70-80)

Sangat baik
- Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada
2/3 :unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun
unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat
baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi
penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja
- Memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan
berbasis teknologi informasi
- Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke
level eselon 3/koordinator

B
(Nilai>60-70)

Baik
- Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada
1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama
- Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada
unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja
- Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai
dengan level eselon 2/unit kerja

Cukup (Memadai)
- Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik.
Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan
walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas
kinerja pada unit kerja

C
(Nilai>30-50)

Kurang
- Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat
diandalkan
- Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja
sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di
level daerah

D
(Nilai>0-30)

Sangat Kurang
- Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak
dapat diandalkan
- Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen
kinerja sehingga masih perlu banyak
perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat
mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP

CC
(Nilai>50-60)
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Sumber : PermenPANRB No. 88 Tahun 2O21
Kine rj a I nstans i Peme rintah

tentang Eualuasi Akuntabilitos

5.2.3 HASIL EVALUASI AKIP
LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan merupakan penyajian

dari hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi
pemerintah/unit kerja yang dievaluasi. Permasalahan sementara yang
ditemukan pada saat evaluasi diungkapkan secara jelas disertakan dengan
saran perbaikan yang nantinya akan dikomunikasikan kepada instansi
pemerintah/unit kerja terkait untuk mendapatkan tanggapan dan pelaksanaan
perbaikan sesuai yang diperlukan. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-
kaidah umum penulisan laporan yang baik, seperti penggunaan kalimat yang
jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan
yang ambigu yang akan membingungkan proses penyimpulan dan kompilasi
data. Setelah rancangan LHE telah disusun oleh ketua tim evaluasi, maka akan
dilakukan reviu draft LHE secara berjenjang oleh pengendali teknis dan
pengendali mutu untuk memastikan objektivitas serta kesesuaian standar
kualitas LHE sebelum LHE ditandatanga-ni oleh penanggung jawab evaluasi.
a. Finalisasi LHE AKIP

Penyusunan LHE merupakan bentuk tahapan akhir dalam pelaksanaan
evaluasi.

b. Penyampaian dan Pengomunikasian LHE AKIP
Penyampaian LHE sebaiknya dapat dilakukan secara langsung dengan

mengomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak sebagai hasil dari
pelaksanaan Evaluasi AKIP.

Untuk penjelasan lebih lanjut, bisa dilihat pada PermenPANRB Nomor 88
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BUP

A. ZAKI SKANDAR

iL
TANGERANG,
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Anak lamoiran Form a
Lampiran Format Perjanj ian Kinerja

PERT,ryATAAN PER.JANJIAN KINERJA

TINGKAT UNIT KEI''A/SKPD/SATU.AN KT:RJA

-Logo t.embaga-

PER.JANJIAN KIN EIL'A TAH UN

Dalam rangka mewujudkan manaiemen pemerintahan yang efektif, ransPeran

dan akuntabcl aena berorientasi pada hasil, kami yanB bertanda tangan di
bewah ini:

Nr.or :

Jrb.hn :

*lenjuurya dirbut PilEk Pcnarna

Nrsn :

Jrb.ttn I

Pihak Rcdua. t\hak Pcnamn.

seleku atalan pihek pcnama, rclenjutnya dis€but Pihek kedua

Piha& pertama bcrjenji akan mewujudkan tsrtet kinerja yang scharun)ra

scsuai lampiran pcrjanjian ini, datam rangka mercapai target kirrcrja jangka

meoengah !.peni yang telsh dit taPkan delem dokumen P€rencant'n'
Kebcrhasilan dan kegagatan pencapaian target kinerja t"Bebut me'ljedi

unggung jawab kami.

Pihak kedua aken mcbkuken luFrvisi yang diperlukan sena akan mclakukan

araluasi tcrhadap capeian kinerja dari pc{anjian ini dan mengambil tindakan

yang diperfuhn dalem rengka Pembcrian penghargaan dan sonksi'
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COT|TOH FORMUUR I.,/r,MPIRAN PER.'AI(JIAN XINERJA

KEXEITITERIAN/ LEMBAGA/ PROVINSI/KABUPATEN/ XOTA

PERJANJLAN KINER.JA TAHUN 2O)O(

XET'ETTERIAN/ LEUB^GA/ PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

tro.

I
lEdlhtos l(IBcrJr

(l) t3) tl

hojrr.o Aatt.r. n

I Rp

Rp')

20,L\

Menreri/ Kcpata/Gubcrnur/ Bupat!/WdiLot

)

SalrnE Stntctlt ?.'3ot



Anak lampiran Form b
Lampiran Format Rencana Aksi

CONTOH FORMULIR TABEL RENCANA AKSI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2OXX

NO.
Sasaran
Strategis

Indikator
Sasaran
Strategis

Target
Tahunan

Pentahapan

TWI TW
II

TW
III

TW
IV

(1) (2\ (3) (41 (s) (6) (7\ (8)

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:
1. Pada kolom (1) diisi no urut;
2. pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis organisasi perangkat daerah yang

seharusnya terr:trrjud pada tahun yang bersangkutan setelah dilaksanakannya
program tersebut;

S. iada kolom (3) diisi dengan indikator sasaran strategis yang relevan dengan sasaran
strategis atau kondisi yang ingin diwujudkan;

4. pada kolom (a) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai
oleh organisasi perangkat daerah pada tahun tersebut;

5. Pada kolom (5-8) diisi dengan pentahapan target pada setiap triwulan yang
menunjang pencapaian pada tahun tersebut;
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CONTOH FORMULIR TABEL RENCANA AKSI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2OXX

(16)

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:
1. Pada kolom (1) diisi no urut;
2. Pada kolom (2) diisi dengan program organisasi perangkat daerah;
3. Pada kolom (3) diisi dengan indikator program yang relevan dengan program atau

kondisi yang ingin diwujudkan;
4. Padat<oioml+1 dii"i d..rgr., target kinerja program yang akan dicapai atau seharusnya

dicapai oleh organisasi perangkat daerah pada tahun tersebut;
5. pada koiom (5-8) diisi d-ngan pentahapan target kinerja program pada setiap triwulan

yang menunjang pencapaian pada tahun tersebut;
6. Fadi kolom (9) diisi dengan kegiatan organisasi perrangkat daerah;
7. Pada kolom (10) diisi dengan indikator kegiatan yang relevan dengan program atau

kondisi yang ingin diwujudkan;
8. pada k;lo; (11) diisi dengan target kinerja kegiatan yang akan dicapai atau

seharusnya dicapai oleh organisasi perangkat daerah pada tahun tersebut;
9. Pada kolom (12-1S) diisi dengan pentahapan target kinerja kegiatan pada setiap

triwulan yang menunjang pencapaian pada tahun tersebut;
10. pada kolom (16) diisl dengan besaran nominal anggaran pada masing-masing

kegiatan.

PENTAHAPAN

TARG
ET

TAHU
NAN

INDIK
ATOR
KEGIA
TAN

KEGI
ATANPENTAHAPAN

T
w
III

T
w
IV

T
w
I

T
w
II

T
w
IV

T
w
II

T
w
III

TAR
GET
TAH
UNA

N

PRO
GRA

M

INDIK
ATOR
PROG
RAM

N
o

(1

4l
(1

s)
(1

2\
(1

3)
(10) (11)(8) (e)(6) (7t(4)(2\ (3)(1)

ANGG
ARAN

T
w
I

(s)



-39-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA (NAMA PERANGKAT
DAERAH)
NOMOR:
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

Tujuan/
Sasaran

Indikator
Kinerja
Utama

Satuan Penjelasan/
Formulasi

Pengukuran

Penanggnung
Jawab

(1) (21 (3) (4) (s) (6) (7\

1 Tujuan...
1.1 Sasaran

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PERANGKAT DAERAH
Tugas dan Fungsi :

KEPALA (NAMA PERANGKAT
DAERAH)

(Nama lengkap tanpa titel,
pangkat/ golongan, dan NIP)

Keterangan:
1. Pada kolom (1) diisi nomor urut Tujuan dan Sasaran;
2. padatolom (Z; diisi dengan Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis

Perangkat Daerah;
3. Pada iolom (3) diisi dengan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran.pada kolom (2);

4. pada Xolom (+1 diisi dengan Satuan Indikator Kinerja Utama pada kolom (3);

5. pada kolom (Si diisi dengan penjelasan atau cara pengukuran / penghitungan
Indikator Kinerja Utama pada kolom (3);

6. Pada kolom (6) diisi dengan sumber data Indikator Kinerja Utama, bisa dari
dokumen yang dikeluarkan oleh internal Perangkat Daerah maupun eksternal
Perangkat Daerah;

T. pada iolom (7) diisi dengan Penanggung Jawab pencapaian Indikator Kinerja
Utama.

CONTOH FORMAT DOKUMEN IKU BESERTA DEFINISI OPERASIONALNYA
(MANUAL IKU)

No. Sumber
Data
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Anak lampiran Form c
PERANGKAT DAERAH

REALISA

SI

TRIWU

LAN

CAPAIAN

TRMUL

AN

ANALI

SA

T.qRGE,T

TRI\{UL

AN

SOTUSI/

CATATAN

II

I

IV HAMBATA

N/

DUI{UNGA

N

I II II
I

N I II il
I

I I

ANGGA

RAN

FORMU

LASI CATI I

AN

TARGE

T

INDIKATOR

TUJUAN/

SASAR,{N/ PR

OGRAM/

ruGI,{IAN/ SU B

KEOIATAN

No
TUJUAN/ SASARAN

SIRATECn/

PROGRAM/ KEGI

ATAN/SUB

IGGIATA}I

1

8

19 20 2tI
0

l1 I

2

I
3

I

4

I

.,

I
6

I
7

7 I 94 5 63I 2

PENANOOUl,l

G

JAWAB

22
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Anak lampiran Form d

Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (LK.IIP PERANGKAT DAERAH)

BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan
penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan
utama (sfrate gic issued) yang sedang dihadapi organisasi dengan
sistematika penulisan sebagai berikut:
A. Latar Belakang
B. Tugas dan Fungsi
C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

D. Permasalahan dan Isu Strategis

E. Sistematika Penyaj ian

BAB Ii PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun
yang bersangkutan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
A. Reviu Rencana Strategis
B. Indikator Kinerja Utama
C. Perjanjian Kinerja tahun bersangkutan
D. Perencanaan Anggaran tahun bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja organisasl. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun

ini.
z. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian

kinerja tahun ini dengan tahun la1u dan beberapa tahun
terakhir.

3. Membandingkan reaiisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional ijika ada).

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau
peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang
telah dilakukan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
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BAB IV. PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian
kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang
akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan
kinerj anya.

Lampiran:
1) Perjanjian Kinerja
2\ Rencana Aksi PencaPaian Kinerja
3) Pengukuran KinerjaTriwulan/Monev Triwulan
4l SK Tim SAKIP PD

5) Petunjuk teknis pengumpulan data kinerja
6) Prestasi dan penghargaan yang diterima PD di Tahun

n-1 level Provinsi/Nasional/Internasional

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang
digunakan dan yang telah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja dan/atau Perubahan
Perjanjian Kinerja terakhir pada tahun tersebut.



^a

La ran ca aian Kiner a Pemerintah Daerah

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

1. Pada kolom (1) diisi dengan tujuan/ sasaran organisasi perangkat daerah;
2. Pada kolom (2) diisi dengan indicator tujuan / sasaan organisasi perangkat

daerah;

Tujuan/ sasaran Kinerja Tahun
xxx

Program Anggaran
Rp.

Target Realisasi Rp. o/o Rp o/o

tu A Ia t!) i5) 16_) u_l Is) i9 L1!)

Anak lamoiran Fonn e
Laporan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk
setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai
dengarr hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis
capaian kinerja sebagai berikut:
r. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini'
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional fiika ada).

5. Analisis penyebab keberhasiian/ kegagalan
atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi
yang telah dilakukan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasiian
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digrrnakan
dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan/atau Perubahan
Perjanjian Kinerjaterakhir pada tahun tersebut.

C. PenutuP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Efisiensi
Anggara

n

Realisasi
Keuangan

Indikator
Tujuan/
Sasaran
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3. Pada kolom (3) diisi target pada kinerja tahun po< organisasi perangkat
daerah;

4. Pada kolom (4) diisi dengan realisasi kinerja tahun xxx organisasi perangkat
daerah;

5. Pada kolom (5) diisi dengan program;
6. Pada kolom (6) diisi dengan anggaran;
7. Pada kolom (7) diisi dengan jumlah realisasi keuangan;
8. Pada kolom (8) diisi dengan jumlah persentase realisasi keuangan;
9. Pada kolom (9) diisi dengan jumlah efisiensi anggaran;
10. Pada kolom (10) diisi dengan jumlah persentase efisiensi anggaran.
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Anaklampiran Form F
Lembar Kriteria Evaluast LKE SAKIP

PENJELASAN
SKPD

KOMPONEN/SUB
KOMPONEN

N
o

31 2

A. PERENCANAAN KINERJA 3Oo/o

I PERENCANAAN STRATEGIS 7Oo/o

a 2o/o

cukup jelas
1 Renstra SKPD telah

disusun
cukup jelas2

tu uan
Renstra telah memuat

apabila seluruh tujuan telah dilengkapi
deng an ulstran keb e rhasilan ;
apabito > 90o/o tujuan telah dilengkapi
de ng an uku r an ke b e rhasilan ;
apabila 7 5o/o< tujuan gang telah
ditengkapi deng an ukuran keberhasilan
< 90o/o;

apabila 20o/o< tujuan Yang telah
dilengkapi deng an ukuran keberhasilan
< 75%
apabila tujuan yang telah dilengkapi

an ukuran keberhasilan < 20o/od

a
b
c

d

e

Tujuan yang ditetapkan
telah dilengkapi dengan
ukuran keberhasilan
(indikator)

a

ukuran keberhasilan tujuan adalah
ukuran atau parameter terukur yang
merepresentasikan tercapai/ terw'ujud
atau tidakn kanatu ditetauan n

Dalam kondisi tertenht, ulstran
keberhasilan tujuon daPot
dire p re sent a sikan oleh indikator
sasr;,ran tahun terakhir dai Peiode
Renstra

catatan:

apabila seluruh tujuan telah dilengkapi
dengan target pencaPaianng a;
apabila > 90o/o tujuan telah dilengkapi
dengan target pencaPaianng a;
apabila 75o/o< tujuan gang telah
dilengkapi deng an targ et
pencap aianny a < 90o/o;

apabila 20%< tujuan Yang telah
dileng kapi deng an t arg et
pencap aianng a < 75o/o

apabila tujuan yong telah dilengkapi
de a < 20o/oan ta atannet enca

a
b
c

d

e

4 Tujuan telah disertai
target keberhasilannYa

Dalam kondisi tertentu, target tujuan
dapat direpresentasikan oleh target
sasaran taLrun terakhir dai Peiode
Renstra

Catatan:

ankup jelas5 Dokumen Renstra telah
memuat sasaran

PEMENUHAN



-46-

apabilo seluruh sasaran telah
dilengkapi dengan indikatomg a;
apabilo > 9O%o sasaran telah dilengkapi
dengan indikatorny a;
apabila 75o/o< sdsararl gang telah
dilengkapi dengan indikatotnga < 90o/o;

apabita 20%o< sasaran Yang telah
dilengkapi dengan indikatornya < 75%

apabita sasaran yang telah dilengkapi
de an indikatorn a<20%

a
b
c
d

Dokumen Renstra telah
memuat indikator kinerja
sasaran

6

apabila seluruh sasaran telah
dile ng ka pi deng an targ et
pencapaiannga;
apabila > 90o/o sasaran telah dilengkopi
dengan target pencaP aiannY a;
apabila 75o/o< sasaran gang telah
dilengkapi de ng an t arg et
pencapaianng a < 90%;
apabila 20o/o< sasaran gang telah
ditengkapi deng an targ et
p encap aianny a < 75%
opabito sasaran gang telah dilengkapi
de an ta et enca aiann a<20%

a
b
c

d

e

Dokumen Renstra telah
memuat target tahunan

7

apabila lebih dari 90% indikator yang
ada di RPJMD/ Renstra telah
meng g amb arkan kinerja utama
pemda/ satuan kerja;
apabila 7 5o/o< indikator Yang
meng g amb arkan kinerj a utamo
pemda/ satuan kerja < 9O%;

apabila 40o/o1 indikotor gang
meng g amb arkan kinerj a utam a
pemda/ satuan kerja < 75o/o;

apabita 1O%s indikator gang
mengg ambarkan kinerja utama
pemda/ satuan kerja < 40o/o

apabila indikator gang
meng g ambarkan kinerja utama

da/ satuan ke a< 1 0o/o

a

b

c

d

e

Renstra telah menyaj ikan
IKU

8

RPJMD/ Renstra dikatakan meng ajikan
(memanfaatkan) IKU jika tujuan dan
atau sasaran gang ada daPat
direpresentasikan (releuan) deng an IKU
g ang sudah diformalkan.
Kiteria ini berlaku dengan asumsi IKU
yang difurmalkan telah memenuhi
kiteria IKU yang baik seperti Spesifik,
Dapat Diukur dan Releuan dengan

a lJtama K/ L otau Unit KeKine a

ao. jika dokumen RPJMD/ renstra daPat
diakses dengan mudah setiaP saat
(misalng a: melalui u-t ebsite resmi
Pemeintah Prouinsi/ Kabupaten/ KotA a
atau media lain yang memudahkan

blik untuk m okses

Renstra telah
dipublikasikan

9

*)

*)
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b KUALITAS RENSTRA (5%

Tujuan telah berorientast
hasil

a
b
c
d

apabila tebih dai 90o/o trluan gang
ditetapkan telah beroientasi hasil;
apabita 75%< tujuan gang beroientasi
hasil < 90o/o;

apabila 40o/o< tujuan gang beroientasi
hasil <7 5o/o;

apabita 1Oo/o < hluan yang berorientasi
hasil740o/o
apabila tujuan yang ditetaPkon
beroientasi hasil < 10o/o

Krite ia b erorient a si hasil :
berlcualitas outcome atau outqut
penting
bukan proses/ kegiatan
meng g amb arkan kondisi atau output
penting gang ingin diuujudkan atau
sehantsnga terwujud
terkait dengan isu strategis organisasi
sesuai dengan tugas dan fungsi
o antsasl

11 ukuran keberhasilan
(indikator) tujuan
(outcome) telah memenuhi
kriteria ukuran
keberhasilan yang baik

a

b
c
d
e

apabila lebih dai 90o/o ulstran
keberhasilan h\uan dalam Renstra
telah memenuhi kiteria SMART dan
Cukup;
apabila 75%o< ukuran keberhasilan
SMART< 90o/o;

ap ab il a 4 O 
o/o < ukur an keb e rhasil an

SMART<75o/o;
apabila 10%< ukuran keberhasilan
SMART<40o/o
apabila ukuran keberhasilan Yang
SMART < 10o/o

Kiteia ukuran keberhasilan yang baik;
SMART

Spe sific: Tidak berdwimakna
Me asure able: Dapat diuhr, daPat
diid entifik a s i s atu an at au
parameternAa
Achieuable : D apat dicap ai, releuan
deng an tug as fung sinA a (domainnA a)
dan dalam kendaliny a (contollable)
Releu ance : Terkait langsung deng an
(merepresentasikan) apa gang akan
diulotr
Timebound: Meng aa) atau
meng g ombarkan kurun waktu tertentu
Cukttp, dan segi jumlah, uls)ran
keberhasilan yang ada harus ankuP
mengindikasikan ter cap aing a tujuan,
sasaran dan hasil ram

t2 Sasaran telah beroientasr
hasil

a

b
c

opabila lebih dai 90o/o sasaran dalam
renstra/ hasil program telah
berorientasi hasil;
apabita 7 5o/o< beroientasi hasil < 9O%;

10
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apabila 40o/o< berorientasi hasil <75%;

apabila 10%o < beroientasi hasil <40o/o

apabila kondisi jangka menengah dan
sasaran gg beroientasi hasil < 10o/o

apabila tebih dari 90% indikator
sasaran dalam RPJMD/ Renstra telah
memenuhi kiteia SMART dan Cukup;
apabila 75%< lndikator SMART< 90ok;

apabila 4oo/o< Indikator SMART<7 5%;
ap abita 1 0% < Indikator SMART< 4 0o/o

SMART < 10o/o

a

b
c
d

Indikator kinerja sasaran
(outcome dan outPut)
telah memenuhi kriteria
indikator kinerja yang
baik

13

apabila > 90o/o target yang ditetapkan
memenuhi seluruh kriteia target Aang
baik;
apabila 75%o < target Aang memenuhi
seluruh kiteria < 90o/o;

apabila sebagian besar ( > 75%) target
gang ditetapkan tidak berdasarkan
basis data yang memadai dan argumen
yang logis;
apabila sebagian besar (> 75o/o) target

Aang ditetapkan tidak berdasarkan
indikator yang SMART;
apabila sebagian besar ( > 7 5o/o) target
yang ditetapkan tidak memenuhi
seluruh kitena target gang baik.

t4 Target kinerja ditetapkan
dengan baik

et gg baik:Kiteia Ta
Meng g ambarkan suaht tingkatan
tertentu gang seharusnga dicoPai
(termasuk tingkatan gang standar,
generallA accepted)
Selaras dengan
RPJMN/ RPJMD/ Renstra;
Berdasarkan (releuan dgn) indikator gg
SMART;
Berdasarkan basis data gang memadai
Berdasarkan argumen dan perhihtngan

apabila program/ kegiatan Aang
ditetapkan telah memenuhi seluruh
kiteia;
apabila program/ kegiatan Yang
ditetapkan telah memenuhi seb agian
besar kriteia;
apabila program/ kegiatan yang
ditetapkan menjadi pengebab tidak
langsung teruujudnya tujuan dan
sasaran;
apabila program/ kegiatan gang
ditetapkan dianggop tidak atkup untuk
mencapai tujuan dan sasaran;
apabila penetapan program/ kegiatan
mendahului (atau tidak disertai
de a uan dan sasaranenet ntu

a
b

c

d

e

15 Program/ kegiatan
merupakan cara untuk
mencapai
tujuan/sasaran/hasi1
program/ hasil kegiatan

d.
e.

apabila indikator uanq
a.

b.
c.

d.

e.

uanq loqis



-49-

Prog r am / Ke giat an dikat akan
metupakan cara untuk mencaPai
(selaras dengan) tujuan dan sasaran
jika memenuhi kiteia sbb:
- Menjadi pengebab langsung
terutujudnga tujuan dan sasaran;
- Relevan;
- Memiliki hubungan sebab akibat
(kousalitas)
- Cukup untuk meuujudkan tujuan dan
sasaran dalam Renstra
apabilo > 90o/o tujuan dan sasaran gg
ditetapkan telah selaras ;
apabila 75o/o < tujuan dan sasaran gg
selaras < 90o/o;

apabila 40% < tujuan dan sasaran gg
selaras < 75o/o;

apabila 10o/o< tujuan dan sasaran gg
seloras < 40o/o

apabila tujuan dan sasaran yg selaras
< 10%

a
b
c
d
e

16 Dokumen Renstra telah
selaras dengan Dokumen
RPJMD

Kiteria keselarasan mengacu pada kondisi-
kondisi beikut:

tujuan dan Sasaran2 gang ada di
Renstra merupakan tujuan dan
sasaran2 gang akan diwujudkan
dalam RPJMD;
Target2 kinerja Renstra meruPakan
breakdoun dai target2 kinerja dalam
RPJMD;
Sasaran, indikator dan target gang
ditetapkan dalam Renstra menjadi
peny eb ab (memiliki hubung an
kausalitas) teruujudng a tujuan dan
sosaron a ada di RPJMD

a

b

c

d

e

apabila lebih dai 9O% tujuan, Sasaran
don indikator Renstra telah mengacu
pada seluruh kiteia yang ditetapkan;
apabila lebih dai 75o/o filuan, Sasaran
dan indikator Renstra telah mengaan
pada seluruh kiteia gang ditetapkan;
apabila tujuan, Sasaran dan indikator
Renstra tidak mengacu Pada isu
strategis atau Praktik terbaik;
apabila tujuan, Sosaran dan indikator
Renstra Aang mengaan Pada seluruh
knteia yang ditetapkan tidak lebih dai
10%
apabila lebih dai 7 5o/o htjuan, Sasaran
dan indikator Renstra gang ditetapkan
tidak meng g ambarkan core business
dan isu stra IS

t7 Dokumen Renstra telah
menetapkan hal-hal Yang
seharusnya ditetapkan

Penetapan hal-hal yg seharusnya mengacll
ada kiteria sbb:

uanq berkembanq



-50-

Mengacu / selaras dengan
RPJMN/RPJMD
Mengaan / selaras dengan kontrak
kinerja (jika ada)
Mengacu / selaras dengan tugas dan
fungsi
mengg amb arkan core business
meng g amb arkan isu strategis gang
berkembang di daerah (local issue)
mengg amb arkan hubungan kausalitas

a raktik2 terbaikoc1l

Jawaban tentang Implemetasi Renstra
harus selalu dikaitkan dengan
(dipengaruhi oleh) kondisi (iawaban)
tentang Pemenuhan dan Kualitas

c IMPLEMENTASI RENSTRA
(3'/.1

a

b

C

d

e

apabila lebih dai 90o/o indikator
dan sasaran yang ada di Renstra telah
selaras dengan indikator hasil/ capaian
program Aang ada dalam rencana
kinerja tahunan;
apabila 75o/o < keselarasan indikator
tujuan dan sasaran RPJMD/ Renstra
dengan indikator hasil/ caPaian
program dalam rencana kinerja
tahunan < 9oo/o;

apabila 40% < keselarasan indikator
tujuan dan sasaran RPJMD/ Renstra
dengan indikator hasil/ caPaian
program dalam rencana kinerja
tahunan < 7 5o/o;

apabila 10o/o < keselarasan indikator
tujuan dan sasaran RPJMD/ Renstra
dengan indikator hasil/ caPaian
program dalam rencana kinerja
tahunan < 40o/o

apabila ke selaras an indikator tujuan
dan sasaran RPJMD/ Renstra dertgan
indikator hasil/ capaian program dalam

tujuan

rencana kine a tahunan < 1O%o

Dokumen Renstra
digunakan sebagai acuan
penyusunan Dokumen
rencana kinerja tahunan

Kriteia Selaras atau (daPat) dij
aa,Lan:

adikan

Target2 kinerja jangka menengah
dalam RPJMD/ Renstra telah di'
breakdown dalam (selaras dengan)
target2 kinerja tahunan dalam rencana
knerjatahunan
Sasaran2 Aang ada di RPJMD/ Renstra
dijadikan outcome atau hasil2 program
yang akan diwujudkan dalam rencana
kinerja tahunan
Sasaron, indikator dan target Aang
ditetapkan dalam perencanaan satuan
kerja menjadi pengebab (memiliki
hubung an kau s alit a s ) te rwujudny a
outcome atau hasil2 ro am ada

Renstra
18
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di rencana kinerja tahunan
Catatan:
pemitihan a/ b/ c/ d/ e dengan asumsi
indikator tujuan dan sasaran di
RPJMD/ Renstra telah memenuhi
kiteia SI4ART

apabila target jangka menengah (JM)

telah dimonitor dan memenuhi seluruh
kiterta yang disebutkan dibauah
apabila target JM telah dimonitor
b erdas arkan kiteria g ang disebutkan
dibauah, namun belum selunth
reko mend asi ditindaklaniuti ;
apabita target JM telah dimonitor
dengan kiteia tersebut namun tidak
ada tindak lanjut terhadaP
re komend asi g ang dib e ikan
apabila monitoring target JM dilakukan
secara insidentil, tidak terjadua| tanpa
SOP atau mekanisme Yong jelas;

et JM tidak dimonitorTa

a

b

c

d

e

Target jangka menengah
dalam Renstra telah
dimonitor pencapaiannYa
sampai dengan tahun
berjalan

Monitoing target (kinerja) jangka menenga
ada kriteria sbb:me aan

h

Terdapat breakdoutn target kinerj a
jangka menegah kedalam target2
tahunan don peiodik gang selaras dan
tentkur;
Terdapat pihak atau bagian Aang
bertang gungj aut ab unhtk melaporkan
dan yang memonitor kinerja secara
peiodik;
Terdapat jadual, mekanisme atau SOP
yang jelas tentang mekanisme
monitoring Renstra secara peiodik;
Terdap at dokumentasi hasil
monitoing/ capaian kinerja jongka
meneng ah dilap o rkan Pro g r e s snA a
dalam laporan kinerja
Terdapat tindak lanjut atas hasil
monitoi
apabila Renstra telah direuiu dan
hasilnga menunjukkan kondisi gang
lebih baik (terdapat inouasi);
apabila Renstra telah direuiu secara
berkala dan hasilnga masih releuan
dengan kondisi saat ini;
apabila Renstra telah direuiu, ada
upoya perbaikan namun belum ada
perb aikan y ang signifikan;
apabila Renstra telah direuiu
Tidak ada reuiu/ tidak diketahui
apakah Renstra masih releuan dengan
kondisi saat ini

a

b

c

d

20 Dokumen Renstra telah
direviu secara berkala

t9
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II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)

a PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 4o/o

apabila secara forrnal ada dol<ttmen
atau media Aang memuat sasaran
(kinerja/ hasil), indikator dan target
kinerio (bukan kerja) tahunan Aang
akan dicapai serta strategi (program
dan kegiatan) untuk mencapai sasaran
tersebut dan dibuat sebelum
mengajukon anggaran.

Jika rencana kinerja dimaksud tidak
menjadi prasyarat dalam pengaiuan

awaban harus "Tidak"aran, makaa

ya1 Dokumen perencanaan
kinerja tahunan telah
disusun

ya apabila terdapat dokumen PK yang
secara formal telah ditondatangani oleh
(para) pihok gang berkepenting an

an No 53/2014PerMenasu

Perjanjian Kinerja (PK)

telah disusun

a

b

c

d

e

apabila lebih dari 95% IKU telah
diperjanjikan dalam PK Pemda/ Satuan
Kerja
apabila 80o/o< IKU yang telah
diperjanjikan dalam PK Pemda/ Satuan
Kerja < 95o/o;

apdbila 50o/o7 IKU gang telah
diperjonjikan dalam PK Pemdo/ Satuan
Kerja < B0%;
apabita 10%1 IKU yang telah
diperjanjikan dalam PK Pemda/ Satuan
Kerja < 50o/o

apabila IKU yang telah diperjanjikan
dalam PK Pemda/ Satuan Ke 10%a<

3 PK telah menyajikan IKU

PK dikatakan meng ajikan
(memanfaatkan) IKU jika tujuan dan
atau sasaran gang ada dapot
direpre sentasikan (releu an) dengan IKU
yang sudah difurmalkan.
Kriteia ini berlaku dengan asumsi IKU
gang diformalkan telah memenuhi
kiteria IKIJ yang baik seperti Spesifik,
Dapot Diukur dan Releuan dengan
Kinerja Utama Pemda atau Satuan
Ke a

aa. jika dokumen Perjanjian Kinerja dapat
diakses dengan mudah setiap saot
(misalnga: melalui website resmi
Pemeintah Prouinsi/ Kabupaten/ Koty a
atau media lain gang memudahkon

4 PK telah dipublikasikan

b KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)

a

b
c

apabila lebih dari 90%o sasaran gang
ada di dokumen rencana kinerja
tahunan dan di dokumen perjanjian
kinerja telah berorientasi hasil;

abila 75o/o < sasaran telaha

5 Sasaran telah berorientasi
hasil

)

publik untuk menq aks e s )
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d
e

berorientasi hasil < 90ok;
apabila 4oo/o < sasaran telah
beroientosi hasil < 7 5o/o;

apabila 10%o < sasaran telah
berorientasi hasil < 40ok
apabila sasaran telah berorientasi hasil
< 7 0o/o

sasaran dikatakan beroientasi hasil dengan
kiteia sbb:

Indikator kinerja sasaran
dan hasil program
(outcome) telah memenuhi
kriteria indikator kinerja
yang baik

a

b

d

apabila lebih dari 90o/o indikator
sasaran dan hasil program dalam
rencana kinerja tahunan dan PK telah
memenuhi kriteria SMART dan Culatp;
apabila 7 5o/o< Indikator SMART< 90%;
apabila 40o/o< Indikator SMART<7 5%;
ap abila 1 O% < Indikator SMART<4 Oo/o

Kiteia ukuran keberhasilan Aang baik;
SMART

SpesrTtc: Tid ak berdwimakna
Measureable: Dapat diulatr, daPat
dii d e ntifika s i s atu an at au
parameternAa
Achieu able : D ap at dicapai, releu an
deng an tug as fung siny a (domainng a)
don dalam kendaling a (contollabte)
Rele uance : Terkait langsung deng an
(merepresentasikan) apa gang akan
diukur
Timebound : Meng acu atau
mengg ambarkan kurun waktu tertentu

sasaran dan hasil
7 Target kinerja ditetapkan

dengan baik
a

b
c

d

e

apabila > 90o/o target gang ditetapkan
dalam rencana kinerja tahunan dan di
PK memenuhi seluruh kiteia target
gang baik;
apabila 75o/o < torget yang memenuhi
seluruh kiteia < 90%;
apabila sebagian besar ( > 75%) target
gang ditetapkan tidak berdasarkan
basis data gang memadai dan argumen
gang logis;
apabila sebagian besar (> 75o/o) target

diteta kan tidak berdasarkan

berlotalitas outcome atau outqut
penting
bukan proses/ kegiatan
mengg amb arkan kondisi g ang
seharusnga atau output penting gang
ingin diutujudkan
terkait denqan isu strategis organisasi

6

apabila indikator uanq SMART < 10%

Cukup, dari segi jumlah, ulotran
keberhasilan yang ada hants cukuP
me ngindikasikan te r cap ainy a tujuan,
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indikator yang SMART;
apabila sebagian besar ( > 75o/o) target
gang ditetapkan tidak memenuhi
seluruh kriteia target gang baik.

Kitena Target gg baik:
Mengg amb arkan suaht tingkaton
tertentu gang seharusnga dicaPoi
(termasuk tingkatan Aang standa4
generallg accepted)
Selaras dengan
RPJMN/ RPJMD/ Renstra;
Berdasarkan (releuan dgn) indikator gg
SMART;
Berdasarkan basis data gang memadai
Berdasarkon argumen dan perhitung an

8 Kegiatan merupakan cara
untuk mencapai sasaran

a
b
c

d

e

apabila kegiatan yang ditetapkan
memenuhi seluruh kiteia
apabila kegiatan yang ditetapkan telah
memenuhi sebagian besar kiteria;
apabila kegiatan yang ditetapkon
menjadi pengebab tidak langsung
teruujudnya sasaran;
apabila kegiatan yang ditetapkan
dianggap tidak cukup untuk mencapai
sasaran;
apabila kegiotan yang ditetapkan tidak
releuan de on ca aian sasaran

Kegiatan dikatakan merupakan cara untuk
mencapai (selaras dengan) sasaran jika
memenuhi kiteria sbb:

Me nj adi p eny eb ab lang sung
teruujudnya sasaran;
Releuan;
Memiliki hubungan sebab akibat
(kausalitas)
Cukup untuk meuujudkan sasaran
dalam rencana kine a tahunan

Pengertian kegiatan juga mencakup sub
ke atan/kom. onen ke atan

9 Kegiatan dalam rangka
mencapai sasaran telah
didukung oleh anggaran
yang memadai

< 50o/o

uanq loqis

a.

b.

C,

d.
e.

Jika untuk setiap sasaran Aang
ditetapkan dapat diidentifikasikan
kegiatan dan anggarannya, baik gang
bersifat langsung maupun tidak
langsung.
Jika sasaran yang teidentifikasi
sampai kepada anggarannA a (langsung
dan tidak langsung) > B0ok

Jika > 50o/o sasaran hanga daPat
dikaitkan dengan anggaran gang
berstfat langsung saja
Jka sasaran gang terkait dengan
anqqaran lanqsunq
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Jika sasaran ditetapkan setelah
adanga kegiatan dan anggaran

10 Dokumen PK telah selaras
dengan RPJMD/ Renstra

a

b

c

d

e

apabila lebih dai 90%o sasaran dalam
PK telah selaras dengan
tujuan/ sasaran
RPJMD/ Renstra/ RKPD;
apabila 75o/o < keselarasan sasaran PK
dengan RPJMD/ Renstra/ RKPD < 90%;
apabila 40o/o < keselarasan sasaran PK
dengan RPJMD/ Renstra/ RKPD < 75o/o;

apabila 10% < keselarasan sasaran PK
dengan RPJMD/ Renstra/ RKPD < 40o/o

apabila keselarasan sasaran PK
dengan RPJMD/ Renstra/ RKPD < 10o/o

kiteia selaras:
Sasaran2 Aang ada di PK merupakan
sasaran2 gang akan dituujudkan
dalam RPJMD/ Renstra;
Torget2 kinerja PK merupakan
breakdown dai target2 kinerja dalam
RPJMD/ Renstra/ RKP;
Sasaran, indikator dan target yang
ditetapkan dalam PK menjadi pengebab
(memiliki hubung an kausalitas )
terwujudnga tujuan dan sasaran Aang
ada di RPJMD/ Renstra/ RKP

11 Dokumen PK telah
menetapkan hal-hal yang
seharusnya ditetapkan
(dalam kontrak
kinerja/ tugas fungsi)

a

b

c

d

e

apabila lebih dari 90o/o Sasaran dan
indikator PK telah mengacu pada
seluruh kriteria yang ditetapkan;
apabila lebih dai 75o/o Sasaran dan
indikator PK telah mengacu Pada
seluruh kriteria gang ditetapkan;
apabila Sasaran dan indikator PK tidak
mengacu pada isu strategis atau
praktik terbaik dan tidak
m eng g amb arkan kondisi ( outcome )
yang sehantsnya terwujud pada taLun
abs;
apabila Sasaran dan indikator PK gang
mengaat pada selunth kiteio gang
ditetapkan tidak lebih dai 1oo/o

apabila lebih dori 75o/o Sasaran dan
indikator PK gang ditetapkan tidak
menggambarkan core business dan isu

Penetapan hal-hal yg seharusnga mengaclt
a kriteria sbb:

str ate q i s u anq b erke mb anq
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Mengaan / selaras dengan
RPJMN/ RKP/ RPJMD/ RKPD/ Renstra
Mengacu / selaras dengan kontrak
kinerja atau kontrak lain gang pemah
dibuat (jika ada)
Mengacu / selaras dengan tugas dan
fungsi
Mengg ambarkan core business
Meng g amb arkan isu strategis gang
b erkemb ang d an me nj anu ab
permasalahan A ang teidentifikasi saat
proses perencanaan
Mengg amb arkan hubungan kausalitas,
(menj adi peny ebab tenuujudng a tujuan
dan sasaran yang ada di
RPJMD/ Renstra/ RKP)
Mengaan pada praktik2 terbaik
Mengg amb arkan keadaan yang
seharusnga terutujud pada tahun itu
(memperhitungkan outcome y ang
seharusnya terwujud dalam tahun gbs
akibat iatan tahun2 sebelumn a

12 ya jika Rencana Aksi (RA) gang dimaksud
mentpakan penjabaran lebih lanjut dari
target2 kinerja yang ada di Perjanjian
Kineria (PK)

a

b

c

d

e

apabila lebih dai 90o/o target kinerja
dalam rencana/ perjanjian kinerja
tahunan telah (dapat) dijabarkan lebih
lanjut menjadi target peiodik dalam
Rencana Aksi (RA);
apabila 75%o < keselarasan target PK
dengan target peiodik dalam RA <
90%;
apabila 40% < keselarasan target PK
dengan target periodik dalam RA <

7 5o/o;

apabila 10%o < keselarasan target PK
dengan target peiodik dalam RA < 40ok
apabila keselarasan target PK dengan
target periodik dalam RA7 10%

Rencarua atau Perjanjian Kinerja Tahunan
harus dapat dimanfaatkan dalam (selaras
dengan) Rencana Aksi yang lebih detail.
Keselarasan tersebut tenaujud jika capaian
target RKT/ PK terkait dengan (disebabkan
oleh) capaian target2 RA. Atau antara
RKT/ PK memiliki hubungan kausalitas
dengan RA

l4 Rencana Aksi atas kinerja
telah mencantumkan sub
kegiatan/ komponen rinci
setiap periode yang akan
dilakukan dalam rangka
mencapai kinerja

Cukup jelas
U/r)

Rencana Aksi atas Kinerja
sudah ada

13 Rencana Aksi atas Kinerja
telah mencantumkan
target secara periodik atas
kinerja
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c IMPLEMENTASI
PERENCANAAN KINERJA
TAHUNAN (6%)

Jawaban tentang ImPlementasi
perencanaan kinerja tahunan harus
selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi
oleh) kondisi fiawaban) tentang
Pemenuhan dan Kualitas perencanaan
kiner a tahunan

Rencana kinerja tahunan
dimanfaatkan dalam
pen)'usunan anggaran

Ya. Jika target-target kinerj a sasaran
dalam rencana kinerja tahunan
menjadi prasyarat dalam pengajuan
dan peng aloksian anggaran

Jika targ et-target kinerj a sas aran
dalam rencana kinerja dimaksud tidak
menjadi prasgarat dalam pengajuan
on ara maka autaban harus "Tidak"

16 Target kinerja yang
diperjanjikan telah
digunakan untuk
mengukur keberhasiian

a

b

c

d
e

Kiteria Pemanfaatan target kinerja untuk
me ngulotr keberhasilan;

(Capaian) target kinerj a dijadikan
dasar untuk membeikan penghargaan
(reward);
(C ap aian) targ et kinerj a dij adikan
dasar untuk memilih dan memilah gang
berkinerja dengan gang kurang (tidak)
berkinerja;
(Capaian) target kinerj a digunakan
sebagai cara untuk mengimpulkan atau
membeikan predikat (baik, cttkup,
kurang, tercapai, tidak tercapai,
berhasil, gagal, dll) suatu kondisi atau
keadaan

17 Rencana Aksi atas Kinerja
telah dimonitor
pencapaiannya secara
berkala

a

b

c

apabila monitoing kinerja telah
memenuhi seluruh kiteia gang
ditetapkan;
ap abila monitoing dilakukan sesuai
kite ria, ke anoli p e ne rap an
Penghargaan dan Sanksi;
apabila monitoing dilaktkan terbatas

apabila terdapat bukti gang culary
bahwa pemanfaatdn PK Aang di-ttd-i
memenuhi seluruh kriteia yang
ditetapkan;
apabila terdapat bukti gang atlatp
bahtua PK yang di-ttd-i dijadikan dasar
untuk mengukur dan menyimpulkan
keberhasilan maupun kegagalan ;
apabila terdapat bukti gang cakup
bahwa PK gang di-ttd-i telah diulotr
dan hasil pengukuran telah diketaLui
oleh atasan (pembei amanah);
apabila PK gang di-ttd-i sebatas telah
dilakukan monitoring
apabila terhadap PK gang
ditandatang ani tidak dilakukan
penqukuran atau monitoinq
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pada penAerahan atau pengumpulan
hasil pengukuran capaian kinerja;
apabila pengukuran capaian kinerja
periodik tidak lebih dai B0o/o;

apabila monitoing atau pengulanran
capaian tarqet penodikl 50o/o

Monitoing pencapaian target peiodik
denqan kriteria sbb:

Capaian target dalam rencana aksi
secara periodik (minimal setiap 3 bulan)
dipantau kemajuanng a;
Setiap ada deuiasi segera dilalotkan
analisis dan dicaikan altematif
solusinga;
Te rd ap at me kanisme g ang
memungkinkan pimpinan unhtk
mengetahui progress kinerja gang
terbaru (up dated perfonnance)
Terdapat mekanisme dan implementasi
Penghargaan dan Sanksi terhadap
keb e rhasilan at au ke g ag alan
pencapann target kinerja

18 Rencana Aksi telah
dimanfaatkan dalam
pengarahan dan
pengorganisasian kegiatan

a
b

C

d

e

et2 kine a dalam PKt
Pemanfaatan rencana aksi dalam
pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
mel ti kiteria sbb:

Target2 dalam rencana aksi dijadikan
dasar (aanan) untuk (memulai)
p eI aks ana an seti ap ke giatan ;
Target2 kinerja dalam rencana aksi
dij adikan acuan untuk mengeualuasi
cop aian output2 kegiatan;
Target2 kinerja dalam rencana aksi
dijadikan alasan untuk membeikan
olorisasi dan eksekusi diteruskan atau
ditundany a su atu ke g iat an
Terd t hubu an I o.ntara

d

apabila pemanfaatan RA telah
memenuhi selunth kriteia gang
ditetapkan;
apabila pemanfaatan RA memenuhi
kiteia Aang ditetapkan kecuali hal
terkait dengan otorisasi dan eksekusi
pelaksanaan atau penundaan
kegiatan;
apabila pemamfaatan RA terbatas
pada pelaporan atau dolanmentasi
semata tanpa ada tindakan nyata
selanjutnga;
apabila capaian RA tidak berpengaruh
terhadap penilaian atau pengimpulan
capaian kinerja;
apabila target2 dalam RA gang disusun
memiliki keselarasan < 5oo/o dari
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setiap output kegiatan dengan sasaran
(outcome) yang akan dicapai;

19 Perjanjian Kinerja telah
dimanfaatkan untuk
penJrusunan (identihkasi)
kinerja sampai kepada
tingkat eselon III dan IV

a

b

d

e

apabila lebih dai 90o/o target kinerja
dalam rencana/ perjanjian kinerja
tahunan telah (dapat) dijabarkan lebih
lanjut menjadi target kinerja eselon III
dan IV;
apabila 75o/o < keselarasan target PK
dengan target kinerja eselon III dan N <

90o/o;

apabila 40%o < keselarasan target PK
dengan target kinerja eselon III dan N <

75%;
apabila 10%o < keselarasan target PK
dengan target kinerja eselon III dan N <

40o/o

apabila keselarasan target PK dengan
ta t kiner. a eselon III dan M< 10o/o

Kiteria keselarasan perjanjian kinerja
atasan d an bowahan:

Target2 kinerja dalam PK atasan telah
di-breakdown dalam (selaras dengan)
target2 kinerja banaahan (eselon III dan
N)
Sasaran, indikator dan target kinerja
bautahan (eselon III dan IV) menjadi
peng eb ab (memiliki hubung an
kausalitas) tertt-tujudng a outcome atau
hasil2 program yang ada di PK atasan

Catatan:
pemilihan a/ b/ c/ d/ e dengan asumsi
indikator sasaran/ hasil program di PK
atasan telah memenuhi kiteia SMART

B. PENGUKURAN KINERJA (25%
I

PENGUKURAN
1 Telah terdapat indikator

kinerja utama (IK\J)
sebagoi ukuran kinerja
secara formal

Ya apabila Pemda/ Satuan Kerja telah
memiliki Indikator Kinerja Utama (IKIJ)
leuel Pemda dan leuel Satuan kerja
yang telah ditetapkan secara formal
dalam suaht ke tusan t on.

2 Telah terdapat ukuran
kinerja tingkat eselon III
dan IV sebagai turunan
kinerja atasannya

a

b

c

d

e

apabila lebih dai 9oo/o eselon III dan M
telah memiliki ukuran kinerja gang
terukur;
apabila 75%o < eselon III dan IV gang
memiliki ulanran kinerja yang terulanr <
900k;
apabila 40o/o < eselon III dan IV gang
memiliki ukuran kinerja yang terulatr <

75o/o;

bila 1O% < eselon III dan IV on

PEMENUHAN
(5'/ol
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memiliki ukuran kinerja gang terulatr <

40o/o

apabila eselon III dan IV gang memiliki
ukuran kinerja Aang terulsfi < 10o/o

Terdapat mekanisme
pengumpulan data kinerja

a

b

c
d

e

apabila mekanisme pengumpulan data
kinerja memenuhi selunth kiteia garLg
ditetapkan;
apabila mekonisme pengumpulan data
kinerja memenuhi kiteria gang
ditetapkan kecuali penanggung j aluab
gang jelas;
apabila > B0o/o capaian (realisasi)
kinerja dapat digakini ualiditas
datanya;
apabila realisasi data kinerja latrang
dapat digakini ualiditasng a (ualiditas
sumber data diragukan)
apabila realisasi data kinerja tidak
dapat diueifi.kasi

Mekanisme pengumpulan data gang
memadai de an kriteria sbb:

Terdapat pedoman atau SOP tentang
pengumpulan data kinerja Aang up to
date;
Ada kemudahan untuk menelusui
sumber datanga yang ualid;
Ada kemudahan untuk mengakses
data bagi pihak gang berkepentingan;
Terdapat penanggungj au ab gang jelas;
Jelas waktu deliuerynga;
Terdapat SOP gang jelas jika terjadi
kesalahan data

4 ya. jika dokumen Aang memuat IKLI dapat
diakses dengan mudah setiap saat
(misalnga: melalui uebsite resmi
emeintah rou/ kab/ ko

II. KUALITAS PENGUKURAN 12,5o/ol
.) IKU telah memenuhi

kriteria indikator yang
baik

apabila lebih dai 90o/o IKU telah
memenuhi kriteria;
apabila 75o/o < IKU gang telah
memenuhi kiteria < 90o/o;
apabila 40o/o < IKu gang telah
memenuhi kiteia < 75%;
apabila 10% < IKU gang telah
memenuhi kiteia < 40%
apabila IKU gang telah memenuhi
kiteria < 10o/o

Kinerja Utama merupakan hosil kerja gang
m ambarkan:

mandat dari pemeintah
daerah/ satuan kerja
pioritas daerah atau satuan kerja
lsu sfra ik di daerah tersebut

3

Indikator Kinerja Utama
telah dipublikasikan

a.
b.
C.

d.



asan keberadaan pemerintah di
daerah dan alasan dibenfuknga saf.tan
kerja tersebut

al

a minimal IKU yang baik adalahKitert
easureablereleuan dan d t diukur m

abidIn ka ot r d ka t kon na lere uan aeg ap
it langsung dengan kinerja

(sasaran) utama atau kondisi gang
akan diulur
Mewakili (repre sentatifl kinerja
(sasaran) utama atau kondisi gang
akan diaujudkan
IKU mengindikasikan (mencerminkan)
terwujudnga Kinerja Utama atau

terka

kanditesasaran stra a
tegoikan dapat diulatr

abila:
Indikator dika

elas satuan ukurannga;
formulasi p e rhitung an d.ap at
diidentifikasi

rtungannAa disepakati
ihak

j

cara perh
ban ak

6 IKU telah cukup untui
mengulotrkineqa

a

b
c
d
e

ih dari 9O% IKIJ gang
telah cukup untuk

mengukur atau mengg amb arkan
sasaran atau kondisi yang akan
diuujudkan;

anlatp < 90o/o;
Alfi,Lp < /5u/o:
cukap < 40ok
< 1 Oo/o

apabila leb
ditetapkan

il

il

b 7a %5 IKUapa au ng
abi o IKU naap u s

ba Ia o/o0ap IKU anga
a b a IK U an cal ku

kriteia atkup,
Representatif (a
untuk menguku
seharusnga

lat ukur gg mewakili)
r kinerja gang

Jumlahnya memadai utk
meng impulkan te rcap aing a kondisi

aautamantnesena ah ruSn a

il6 ne a no d S narJ (k s hae ILLsn aa em ns a1a ga
a tkn ne a s bb

aras dengan tugas dan

mengg ambarkan core business (sesuai
karakt eristik org anis asi)
meng g amb arkan keunikan/ sifat khas
yang membedakonng a dengan
organisasi/ unit kerja lain
menggambarkan isu strategis yang
berkembang
me nj atu ab p e rm as alahan g ang
teidentifikasi (di org anisasi/ ilaerah)
m e ng g amb arkan ke arifan lo kal

Mengacu / sel
fungsi

raktik2 terbaiktn AC-LI a

-61 -

40o/o



-62-

7 IKU unit kerja telah
selaras dengan IKU IP

a

b
c
d
e

apabila lebih dari 9oo/o IKU unit kerja
telah selaras dengan IKU KEM/ LPND;
apabilo 75%o < keselarasan IKU < 90o/o;

apabila 40%o < keselarasan IKU < 75o/o;

apabila 10o/o < keselarasan IKU < 40o%

apabila keselarasan IKU < 10%
Kiteia IKU gang selaras:

IKU Unit Kerja merupakan breakdoun
dari IKU LPND;
Indikator Kinerja Utama Unit Kerja
menj adi peny eb ab (memiliki hubung an
kaus alitas ) terwujudng a tujuan dan
sasoran yang ditetapkan LPND

8 Ukuran (Indikator) kinerja
eselon III dan IV telah
memenuhi kriteria
indikator kinerja yang
baik

a
b

c

.l

e

apabila lebih dari 90% indikator gang
ditetapkan telah memenuhi kriteia;
apabila 75o/o < indikator Aang
ditetapkan gang telah memenuhi
kriteria < 90o/o;
apabila 40o/o < indikator Aang
ditetapkan gang telah memenuhi
kriteia < 75o/o;

apabila 10% < indikator Aang
ditetapkan gang telah memenuhi
kiteia < 40o/o
apabila indikator gang ditetapkan yang
telah memenuhi kiteia < 10o/o

Kriteia minimal indikator kinerja gang baik
adalah releuan dan dapat diuktr
(measureable)
Indikator dikate oikan releuan abila:

Mengg amb orkan kinerja atau hasil
sesuai dengan leuelnya
terkait langsung dengan kinerja
(sasaran) atau kondisi yang akan
diulur
Mew akili (re p re se nt atifl kinerj a
(sasaran) atau kondisi gang akan
diutujudkan
Indikator ters ebut mengindikasikan
(mencerminkan) teru-tujudng a kinerj a
atau sasaran a diteta kan

Indikator dikateg oikan dapat diukur
abila:

j elas s atu an ukur anng a;
formulasi perhitung an dapat
diidentifikasi
cara perhitung anng a disepakati
ban ak ihak

9 Indikator kinerja eselon III
dan IV telah selaras
dengan indikator kinerja
atasannya

apabila lebih dai 90o/o indikator kinerja
eselon III dan N kerja telah selaras
deng an indikator kinerj a atasannA a;
apabila 75o/o < keselarasan indikator <

90o/o;
apabila 40o/o < keselarasan indikator <
7 5o/o

a.

b.
c.
d.
e.



apabila 10% < keselarasan indikator <

40%
apabila keselarasan indikator < 1O%

Kiteia indikator yang selaras:
Indikator kinerja eselon III dan IV
merupakan breakdown dai indikator
atasan;
Indikator kinerja eselon III dan IV
menjadi pengebab (memiliki hubungan
kausalitas) terutujudng a kinerja atasan

10 Sudah terdapat ukuran
(indikator) kinerja
individu yang mengacu
pada IKU unit kerja
organisasi/ atasannya

a

b

c

d

e

apabila lebih dari 90o% indiuidu telah
memiliki indikator (alat ulatr) gang
mengg amb arkan keselarasan kinerja
dengan IKU atasannga;
apabila 75o/o < indiuidu yang telah
memiliki keselarasan indikator (alat
ukur) kinerja < 90o/o;
apabila 40o/o < indiuidu yang telah
memitiki keselarasan indikator (alat
ukur) kinerja I 75o/o;

apabila 1oo/o < indiuidu gang telah
memiliki keselarasan indikator (alat
ukur) kinerja < 40%
apabila indiuidu yang telah memiliki
keselarasan indikator (alat ukur)
kin < I0o/o

Keselarasan IKU:
IKU indiuidu merupakan breakdoun
dari IKU atasannAa;
Indikator Kinerja Utama indiuidu
menj adi peny eb ab (memiliki hubung an
kausalitas) terwujudng a kinerja utama
atasannaa

1l Pengukuran kinerja
sudah dilakukan secara
berjenjang

a

b

c

d

e

I apabita pengukuran kinerja sudah
dilakukan dengan memenuhi kiteria
s eb ag aim an a dis e butkan dib aw ah ;
apabila pengukuran kinerja sudah
dilakukan dengan memenuhi kiteria
se b ag aim ana disebu tkan, namun
pengukuran tidak sampai ke ind.iuidu
staf;
apabila pengukuran kinerja sudah
dilakukan dengan memenuhi kriteia
s e b ag aim an a dise butkan d an
diterapkan hanga kepada tingkat
monajerial;
ap abila pengukuran kinerj a dilakukan
hanya sampai ke eselon II gang
menAusun PK dengan sAarat tetap ada
keterkaitan kinerja mulai dari
Kementerian/ LPND sampai kepada
eselon II-nga;
apabila tidak ada pengukuran kinerja

;yang berjenjang atau pengukuran
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kinerja setiap jenjang tidak
mengg ambarkan releuansi atau tidak
ada hubungan kausalitas antara tiap
jenjongnga

Pengukuran berj enj ang memenuhi kriteria
sbb:

Indikator-indikator yang ada sudah
SMART dan atkup
terdapat alur penj enj ang an kinerj a
gang jelas mulai dai pimpinan sampai
dengan staf operasional (indiuidu) ;
Setiap jenjang atau tingkatan memiliki
indikator kinerja SMART yang formal
setiap jenjang atou tingkatan memiliki
target-target terukur
terdap at hubung an kausalitas antara
setiap jenjang atau tingkatan
Terdapat pengukuran kinerja pada
setiap jenjangnya
Hasil pengulcttran dapat diueifikasi
atau ditelusuri sampai ke sumbemga
H asil pengulcttran berj enj ang tersebut
sudah diualidasi

12 apabila lebih dari 90o/o data (capaian)
kinerja yang dihasilkan dapat
diandolkan;
apabila 75o/o < data (capaian) kinerja
gang dapat diandalkan < 90o/o;
apabila 40% < data (capaian) kinerja
gang dapat diandalkan | 75o/o;
apabila 10% < data (capaian) kinerja
gang dapat diandalkan < 40%o
apabila data (capaian) kinerja gang
da at diandalkan < 10o/o

Pengumpulan data kinerja dapat
diandalkan

Info rmasi capaian kinerja berdasarkan
fakta sebenamAa atau bukti yang
memadai dan dapat
d i pe rt a ng gungj aw ab kan ;
Data gang dilatmpulkan didasarkan
suatu mekanisme Aang memadai atau
terstruktur (j elas mekanisme
pengumpulan datanya, siapa yg
mengumpulkan data, mencatat, dan
siapa gg mensuperuisi, serta sumber
data ualid);
Data kinerja yang diperoleh tepat
waktu

Pengumpulan data kinerja
dapat diandalkan

a.

b.
c.
d.
e.
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Data yang dihtmpulkan memiliki
tingkat kesalahan gang minimal;

1' Pengumpulan data kinerja
atas Rencana Aksi
dilakukan secara berkala
(bulanan / triwulanan/ sem
ester)

ya. apabila seluruh target Aang ada dalam
Rencana Aksi telah diukur realisasinya
secara berkala (bulanan/ tiwulanan/
semester)

t4 ya apabila Kem/ LPND telah melakukan
pengukuran kinerj a secara berjenj ang
mulai dari staf, manajeial sompai
kepada pimpinan teringgi dan tingkat
instansi dan pengukuran tersebut
meng gunakan b antu an teknolo gi
sehingga capaian atau progres kinerja
dapat diidentifikasi secara lebih tepat
dan ce at

III IMPLEMENTASI
PENGUKURAN (7,5%)

J aut ab an te nt ang Imple met asi
Pengukuran harus selalu dikaitkan
dengan (dipengaruhi oleh) kondisi
(jauaban) tentang Pemenuhan dan
Kualitas Pen kuron

15 IKU telah dimanfaatkan
dalam dokumen-dokumen
perencanaan dan
penganggaran

a

b
C

d
e

apabila lebih dari 90o/o IKIJ gang
ditetapkan telah dimanfaatkan sesuai
dengan kriteria yang ditetapkan;
apabila 75o/o < IKU gang telah
dimanfaatkan < 90%;
apabila 40o/o < IKU gang telah
dimanfaatkan s 75o/o;
apabila IKU tidak dimanfaatkan pada
d okumen p e ng ang g aran ( RKA )
apabila IKU gang ada tidak
dimanfaatkan, b aik dalam
p erencan a an m aupun d alam

en an aran
Kiteia dimanfaatkan dalam dolstmen

erencanaan dan t7 an arafT:
dijadikan alat ukur pencapaian kondisi
jangka menengah/ sasaran utama
dalam dokumen Rencana Kinerja
Jangka Menengah, Rencana Kinerja
Tahunan, Peng ang g aran dan perj anjian
Kinerja
dijadikan alat ukur tercapainga
outcome atau hasil-hasil program gang
ditetapkan dalam dolumen anggaran

16 IKU telah dimanfaatkan
untuk penilaian kinerja

a

b

c

apabila terdapat bukti gang culatp IKU
telah dim anfaotkan sepenuhnga
sebag aimana kiteia gang ditetapkan;
apabila IKU gang ada dimanfaatkan
sesuai kiteria namun tidak termasuk

enaan sanksi atau nishment

Pengukuran kinerja
sudah dikembangkan
menggunakan teknologi
informasi
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apabila hasil pengukuran IKU tidak
berdampak apapun bagi entitas

Dimanfaatkan untuk penilaian kinerj a
memenuhi kiteria sbb:

Capaian IKU dijadikan dasar penilaian
kinerja
Capaian IKU dijadikan dasar reutard
atau punishment
Capaian IKU dijadikan dasar promosi
atau kenaikan/ katenunlnan e

1.7 Target kinerja eselon III
dan IV telah dimonitor
pencapaiannya

a

b

c

d

e

apabila target kinerja telah dimonitor
dan memenuhi seluruh kiteria gang
disebutkan dibauah;
apabila target kinerja telah dimonitor
berdasarkan kriteia g ang disebutkan
dibawah, namun belum seluruh
re ko mend asi ditind aklanjuti ;
apabila target kinerja telah dtmonitor
dengan kiteia tersebut namun tidak
oda tindak lanjut terhadap
rekomendasi y ang dibeikan
apabila monitoring target kinerja
dilakukan secara insidentil, tidak
terjadua| tanpa SOP atau mekanisme
gang jelas;
Ta a tidak dimonitoret kine

Monitoing target (kinerja) mengacu pada
ras arat sbb:

Terdapat breakdown target kinerja
tahunan ke d alam targ et2
bulanan/ peiodik gang selaras dan
terulatr;
Terdapat pihak atau bagian gang
bertanggungjawab unhtk melaporkan
dan yang memonitor kinerja secara
peiodik;
Terdapat jadual, mekanisme atau SOp
gang jelas tentang mekanisme
monitoring kinerja secara periodik;
Terdapat dokamentasi hasit monitoring
Terdapat ttndak lanjut atas hasil
monitorin

18 Hasil pengukuran
(capaian) kinerja mulai
dari setingkat eselon IV
keatas telah dikaitkan
dengan (dimanfaatkan
sebagai dasar pemberian)
reu.tard & punishment

a

b

c

d

e

seluruh jabatan setingkat eselon
N keatas telah meneima reward &
punishment g ang sebanding (terkait)
dengan hasil pengukuran (capaian)
kinerjanga
Jika 70% < pejabat gg memiliki
keterkaitan capaian dengan reward &
punishmentng a < 100ok
Jika 50o/o < pejabat gg memitiki
keterkaitan capaian dengan reward. &
punishmentng a < 70%

Jika

Jika 1oo/o memilikiabat
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keterkaitan capaian dengan reuard &
punishmentn! a < 50o/o

Jika capaian kinerja tidak memiliki
keterkaitan dengan retuard &
punishmentnga

hasil pengukuran dikatakan terkait dengan
reuard & punishment apabila terdapat
perbedaan (dapat diidentifikasi) tingkat
reward & nbhment antara:

diatas standar d an standar
l9 IKU telah direuiu secara

berkala
a

b

c

d
e

apabila IKU telah direuisi dan hasilnya
menunjukkan kondisi yang lebih baik
(inouatifl;
apabila IKU telah direuiu secara
berkala dan hasilnga masih releuan
dengan kondisi saat ini;
apabila IKU telah direuiu, ada upaya
perbaikan namun belum ada perbaikan
yong signifikan;
apabila IKU telah direuiu
Tidak ada reuiu

20 Pengukuran kinerja atas
Rencana Aksi digunakan
untuk pengendalian dan
pemantauan kinerja
secara berkala

a

b

apabila hasil pengulatran Rencana Aksi
(RA) telah dimanfaatkan sebagaimana
seluruh kriteria gang ditetapkan
apabila hasil pengukuran sebatas
hanya untuk mengimpulkan (tidak
s amp ai memp e ng aruhi strate g i)
apabila hasil pengukuran RA tidak
ditindaklanjuti

Kiteria digunakan untuk pengendalian dan
antauan:

Hasil pengukuran RA menjadi dasar
untu k me n y im pulkan kemajuan
(trtrogress) kinerja
Hasil pengukuran RA menjadi dasar
(ditindaklonjuti) untuk meng ambil
tindakan (action) dalam rangka
mencapai target kinerja gang
ditetapkan
Hasil pengukuran RA menjadi dasar
(ditind akl anjuti) untuk me ng e suaikan
strategi untuk mencapai tujuan dan
sasaran

pejabat/ pegawai yang berkinerja
dengan gang tidak berkinerja (tidak
jelas kinerjanga)
pejabat/ pegawai yang mencapai target
dengan yang tidak mencapai target
pejabat/ pegau.tai yang selesai tepat
u.taktu dengan gang tidak tepat waktu
(tidak selesai)
pejabat/ pegautai dengan capaian
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c. PELAPORAN KTNERJA (i5%)
I PEMENUHAN PELAPORAN (3%)
1 Laporan Kinerja telah

disusun
cukup jelas

2 Laporan Kinerja telah
disampaikan tepat waktu

ga. jika laporan kinerja disampaikan
sesaui dengan batas uaktu yang
ditetapkan

3 Laporan Kinerja telah di
upload kedalam website

cukup jelos

4 Laporan Kinerja
menyajikan informasi
mengenai pencapaian IKU

apabila lebih dari 90o/o capaian Aang
disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU);
apabila 75ok < capaian gang disajikan
bersifat Kinerja Utama (IKU) < 90o/o;
apabila 4oo/o < capaian Aang disajikan
bersifat Kinerja Utama (IKIJ) < 75o/o;
apabila 10% < capaian gang disajikan
bersifat Kinerja Utama (IKU) < 40%
apabila capaian gang disajikan bersifat
Kiner a Utama < 100/6

IKU yang disajikan harus mengaan kepada
kiterta IKU gang baik gaitu SMART dan
menggambarkan kinerja utama Aang
seharusnya. dengan mengaan pada kiteia
sbb:

sesuai dengan htgas dan fungsi
meng g ambarkan core business
mempertimbang kan isu strategis g ang
berkembang
mengg amb arkan hubungan kausalitas
(antara outcome - output - process -
input)
me acu da raktik2 terbaik

II PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5o/o)
5 Laporan Kinerja

menyajikan informasi
pencapaian sasaran yang
berorientasi outcome

b
C

d
e

apabila lebih dari 90o/o sasaran Aang
disampaikan dalam Laporan Kinerja
berorientasi outcome;
apabila 75o/o < sasaran outcome dalam
Laporan Kinerja < 9oo/o;
apabila 40%o < sasaran outcome dalam
Laporan Kinerja < 75o/o;
apabila 10o/o < sasaran outcome dalam
Laporan Kinerja < 4O%
apabila sasaran outcome dalam
L oran Kiner a < 7 Oo/o

Informasi Laporan Kinerj a beroientasi
outcome artin

Informasi gang disajikan dalam
Loporan Kinerja mengg amb arkan
hasil2 (termasuk output2 penting) gang
telah dicapai dan sehantsnya tercapai
sompai dengan saat ini
Laporan Kinerja tidak hanga berfolats
pada informasi tentang kegiatan atau
proses yang telah dilaksanakan pada
tahun bs

a.

b.

c.

d.
e.
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Laporan Kinerja tidak beroientasi
hanya pada informasi tentang realisasi
selunth anggaran gang telah
digunakan

6 Laporan Kinerja
menyaj ikan informasi
mengenal kinerja yang
telah diperjanjikan

a

b

d

e

apabila lebih dai 9oo/o capaian Aang
disajihan bersifat kinerja yang
dij anjikan/ disepakati dalam Perjanjian
Kinerja (PK);
apabila 75o/o < capaian Aang disajikan
bersifat kinerja gang dijanjikan dalam
PK < 90o/o;

apabila 40o/o < capaian Aang disajikan
bersifot kinerja yang dijanjikan dalam
PK < 7 5o/o;

apabila 10o/o < capaian yang disajikan
bersifat kinerja yang dijanjikan dalam
PK < 40%
apabila capaian gang disajikan bersifat
kinerja gang dijanjikan dalam PK <
10o/o

7 a

b

c

d

e

apabila Laporan Kinerja meng ajikan
lebih dari 90%o sasaran gang dieualuasi
dan dianalisis cap aianng a bersifat
kinerja (outcome), bukan proses;
apabila 75%o < sasaran Aang dieualuasi
dan dianalisis cap aianny a bersifat
kinerja (outcome), bukan proses < 90o/o;
apabila 40o/o < sasaran Aang dieualuasi
dan dianalisis capaianng a bersifat
kinerja (outcome), bukan proses < 75o/o;
apabila 7 0o/o < sasaran Aang dieualuasi
dan dianalisis cap aianng a bersifat
kinerja (outcome), bukan proses < 4oo/o
apabila sasaran yang dieualuasi dan
dianalisis cap aianny a bersifat kinerj a
outcome ', bukan roses < 7 0o/o

menyajikan eualuasi dan analisis mengenai
aian kin a. artin a

Laporan Kinerja menguraikan hasil
eualuasi dan analisis tentang capaian2
kinerja outcome atau output penting,
bukan hanga proses atau realisasi
kegiatan2 yang ada di dolcumen

aran
8 Laporan Kinerja

menyajikan
pembandingan data
kinerja yang memadai
antara realisasi tahun ini
dengan realisasi tahun
sebelumnya dan
pembandingan lain yang
diperlukan

c

d

e

apabila Laporan Kinerja meng ajikan
seluruh pembanding an sebagaimana
gang tercalatp dalam kiteia dibautala
Laporan Kinerj a meng ajikan selunth
pembanding an sebagaimana Aang
tercakup dalam kriteria dibawah.
kecuali pembanding an dengan standar
nasional;
apabila Laporan Kinerja hanga
meng ajikan pembanding an Realisasi us

et dan Kiner a tahun be alan us

Laporan Kinerja
menyaj ikan evaluasi dan
analisis mengenai capaian
kinerja

a.

b.
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kinerj a tahun sebelumng a;
apabila Laporan Kinerja hanga
menyajikan pemb anding an Realisasi us
Torget;
apabila tidak ado pembandingan data
kine rj a ( cap ai an s as oran )

Target us Realisasi,'
Realisasi tahun berjalan us realisasi
tahun sebelumnga;
Realisasr sampai dengan tahun
berjalan us target jangka menengah;
Realisasi atau capaian tahun berjalan
dibanding standar nasional atau
RPJMN
Realisasi atau capaian
organisasi/ instansi dibanding realisasi
atau capaian organisasi/ instansi
SE ents an setara atau sekelas

9 Laporan Kinerja
menyaj ikan informasi
tentang analisis efisiensi
perggunaa, sumber daya

a
b
c
d

Jika besaran efi.siensi yang terjadi
dap at dilan antifikasikan
Jika hanya bentpa info tentang
efisiensi yang telah dilakukan
Jika hanga berupa info tentang upaya
efisiensi Aang dilalilkan
Jika tidak ada informasi tentang
e enst.

10 Laporan Kinerja
menyajikan informasi
keuangan yang terkait
dengan pencapaian
sasaran kinerja instansi

a

b

c

d

apabila Laporan Kinerja mampu
meng aj ikan informasi keuang an g ang
terkait langsung dengan seluruh
p encap aian s as ar an ( outcome ) ;
apobila Laporan Kinerja mampu
menyajikan informasi keuangan atas >
B0%o sasAran
apabila Laporan Kinerja hanga
mengajikan informasi keuangan atas >
50o/o sasaranj
apabila Laporan Kinerja hanga
menAajikan realisasi keuangan atas <
50o/o sasaran
apabila tidak ada infonnasi keuangan
gang dapat dikaitkan dengan sasaran
atau kine a tertentu

11 Informasi kinerja dalam
Laporan Kinerja dapat
diandalkan

a

b
c
d
e

apabila lebih dari 90o/o realisasi kinerja
dapat diandalkan sesuai dengan
kriteria;
apabila 75o/o < keandalan data realisasi
kinerja < 9oo/o;
apabila 4oo/o < keandalan data realisasi
kinerja < 75%;
apabila 10% < keandalan data realisasi
kinerja < 40ok
apabila keandalan data realisasi
kine a < 70o/o

t diandalkan dengan kiteia:

Pembanding an Aang memadai. mencakup:
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datango ualid
dapat ditelusuri kesumber datanga
diperoleh dari sumber yang kompeten
dapat diuerifikasi
konsisten

IIi PEMANFAATAN
INFORMASI KINERJA
(4,5o/o)

J aw ab an tent ang pe manfaatan
informasi kinerja hants selalu dikaitkan
dengan (dipeng aruhi oleh) kondisi
(j aw aban) tentang Pemenuhan
Pelaporan dan Pengajian Informasi
KinerJa

T2 Informasi kinerja telah
digunakan dalam
pelaksanaan evaluasi
akuntabilitas kinerja

ya. jika informasi kinerja dalam laporan
kinerja dapat dimanfaatkan dalam
eualuasi AKIP

Istilah dapat dimanfaatkan sangat terkait
dengan kualitas informasi kinerja. Jika
capaian bobot kualitas informasi kinerja
(C.ll) kurang dari 6OVo. maka informasi
kinerja dianggap tidak dapat dimanfaatkan
tidak bermanfaat

13 Informasi yang disajikan
telah digunakan dalam
perbaikan perencanaan

a
b

c
d
e

Pemilihan a, b, c, d, atau e didasarkan
pada professional judgement eualuato1
dengan tetap memperhatikan kiteia
Aang ditetapkan.
Sebagai ilustrasi:
apabila pemanfaatan bersifat ekstensif
danmenyeluruh
ap ab ila pem anfaat an b ersifat ekstensif
namun belum menyeluruh (sebagian)
apabila pemanfaatan hany a bersifat
sebagian
apabila kurang dimanfaatkan

abila tidak ada man aatan
telah digunakan dalam perbaikan

erencanaan. artin a:
Laporan Kinerja gang disusun sampai
dengan saat ini telah berdampak
kepada perbaikan perencanaan, baik
p erenc anaan j ang ka meneng ah,
tahunan maupun dalam penetapan
atau er an lan kiner a disusun.

l4 Informasi yang disaj ikan
telah digunakan untuk
menilai dan memperbaiki
pelaksanaan program dan
kegiatan organisasi

a
b

c
d
e

Pemilihan a, b, c, d, atau e didasarkan
pada professional judgement eualuator,
dengan tetap memperhatikan kiteia
yang ditetapkan.
Sebagai iluslrasi:
apabila pemanfaatan bersifat ekstensif
danmengeluruh
ap abila pemanfaatan bersifat ekstensif
namun belum mengeluruh (sebagian)
apabila pemanfaatan hany a bersifat
sebagian
ap obila kurang dimanfaatkan

abila tidok ada man aatan
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telah digunakan untuk menilai dan
memperbaiki pelaksanaan program dan
kegiatan. artinga:

informasi yang disajikan dalam
Laporan Kinerja telah meng akib atkan
perbaikan dalam peng elolaan program
dan kegiatan dan dapat mengimpulkan
keberhasilan atau kegagalan program
secara terukur

15 Informasi yang disajikan
telah digunakan untuk
peningkatan kinerja

a
b

c
d
e

Pemilihan a, b, c, d, atau e didasarkan
pada professional judgement eualuato1
dengan tetap memperhatikan kriteria
gang ditetapkan.
Sebagai ilustrosi:
ap abila pemanfaatan bersifat ekstensif
dan menyeluruh
apabila pemanfaatan bersifat ekstensif
namun belum mengeluruh (sebagian)
opabila pemanfaatan hang a bersifat
sebagian
apabila lotrang dimanfoatkan
apabila tidak ada pemanfaatan

telah digunakan untuk peningkatan kinerja.
artinya:

terdapat bukti gang ankup bahwa
informasi dalam Laporan Kinerja (
termasuk Laporan Kinerja tahun
sebelumnya) telah digunakan unhtk
perbaikan capaian kinerja organisasi

lebih baik
16 lnformasi yang disajikan

telah digunakan untuk
penilaian kinerja

a
b

C

d

Pemilihan a, b, c, d, atau e didasarkan
pada professional judgement eualuator,
dengan tetap memperhatikan kiteia
yang ditetapkan.
Sebagai ilustrasi:
apabila pemanfaatan bersifat ekstensif
danmengeluruh
apabila pemanfaatan bersifat ekstensif
namun belum mengeluruh (sebagian)
apabila pemanfaatan hang a bersifat
sebagian
apabila kurang dimanfaatkan

bila tidak ada eman aatarl

nishment
D. EVALUASI KINERJA (r0%)
I (2'/"1
1 Terdapat pemantauan

kemajuan pencapaian
Ya. ap abila terd ap at p em antau an

kemajuan kinerja dan hambatan Aang
ekstensif dan memenuhi kiteia

periode beilottnua

telah digunakan untuk penilaian
kinerj a, arting a : informasi cap aian
kinerja yang disajikan dalam Laporan
Kinerja dijadikan dasar unfitk menilai
dan mengimpulkan kinerja serta
dijadikan dasar reward dan

PEMENUHAN EVALUASI



-73-

kinerja beserta
hambatannya

nd
ak.

sebag aimana disebutkon dibaw ah;

apabila pemantauan hango melalui
p e rte mu an- p e rte muan y ang tidak
terdokumentasi;

p em ant au an m e ng e n ai kem aj u an
pencapaian kinerja beserta hambatanny a.
artinya:

meng identifikasikan, mencat at
(membuat cotatan), mencai tahu,
m e ng admini s t r a s ik an ke m aju an
(progress) kinerja;
dapat menjauab atau mengimpulkan
posisi (prestasi atau capaian) kinerja
terakhir;
mengambil langkah yang diperlukan
untuk me ng at a si ha mb atan pencapaian
kinerja;
melaporkan hasil pemantauan tersebut
kepada pimpinan

2 Eualuasi program telah
dilakukan

Ya

nd
ak.

apabila eualuasi program hanga
menginfo rm asikan p elaks anaan
program serta kegiatonnA a, tanpa
meng info rmasikan atau meng impulkan
keberhosilan atau kegagalan proqram;

apobila seluruh program telah
dieualuasi dan mampu menjawab
seluruh kiteria sebag aimana
ditetapkan;

Terdapat informasi tentang cap aian
hasil2 program;
Terdap at simpulan keberhasilan atau
ketid akberhasilan p ro g r am ;
Terdapat analisis dan simpulan tentang
kondisi sebelum dan sesudah
dilaksanakanny a suafu program;
Terdap at analisis tentang perub ahan
target grup yang dituju oleh program;
Terdapat ukuran gang memadai
tentang keberhasilan program

3 Evaluasi atas
pelaksanaan Rencana
Aksi telah dilakukan

a
b
c
d

pemantauan rencana aksi dilakukan
p e rio dik minimal triw ul an
pemantauan rencana aksi dilakukan
peiodik semesteran
pemantauan rencana aksi dilalukan
peiodik tahunan
tidak dilokukan eualuasi rencana aksi

Rencana Aksi telah dievaluasi. dengan
kriteria:

Prog r am telah die u alu asi :
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Terdap at infonnasi tentang capaian
hasil2 rencana atau agenda;
Terdapat simpulan keberhasilan atau
ketid akb e rhasilan rencana at au
agenda;
Terdapat analisis don simpulan tentang
kondisi sebelum dan sesudah
dilaksanakanng a suatu rencana atau
agenda;
Terdapat ukuran gang memadai
tentang keberhasilan rencana atau
agenda

4 Hasil eualuosi telah
disampaikan dan
dikomunikasikan ke pada
pihak-pihak yang
berkepentingan

a

b

c

d

e

apabila hasil eualuasi telah
disampaikan atau dibahas dengan
pihak gang dieualuasi (gang
berkepenting an) dan terjadi
kesepakatan dengan pihak gang terkait
Iangsung dengan temuan hasil
e u aluas| unfuk menind aklanjuti
re kome ndasi ha sil e u alu asi.
Kesepakatan tsb secara formal
menjelaskan siapa dan kapan batas
uaktu rekomendasi akan
ditindaklanjuti;
apabila hasil eualuasi telah
disampaikan atau dibahas dengan
pihak gang dieualuasi (gang
berkepentingan), namun belum ada
ke se p akatan meng e n ai tindak
Ianjutnya;
apabila hasil eualuasi telah
disampaikan atau dibahas dengan
pihak gang dieualuasi (yang
berkepentingan)
apabila hasil eualuasi disampaikan,
tanpa ada pembahasan pendahuluan
dengan pihak yang dieualuasi
apabila hasil eualuasi tidak
dikomunikasikan atau pihak Aang
dieualuasi tidak meneima simpulan
hasil eualuasi

KUALITAS EVALUASI 5'/")
.) Evaluasi prosram

dilaksanakan dalam
rangka menilai
keberhasilan program

a

b

c

d

apabila terdapat simpulan mengenai
keberhasilan atau keg agalan program
gang dieualuasi dan terdapat bukti
gang ankup rekomendasi telah (akan)
ditindaklanjuti
apabila terdapat simpulan mengenai
keberhasilan atau kegag alan program
gang dieualuasi
apabila eualuasi program telah
dilaks anakan namun belum
meny impulkan keberhasilan atau
kegagalan program (karena ukuran
keberhasilan ram masih belum

II
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jelas)
apabila eualuasi telah dilakukan
sebatas pelaksanaan program dan
kegiatan serta penAerapan anggaran
belum dilakukan eualuasi program

6 Evaluasi proeram telah
memberikan
rekomendasi-rekomendasi
perbaikan perencanaan
kinerja yang dapat
dilaksanakan

a

b

e

apabila eualuasi program telah disertai
rekomendasi gg terkait dengan
perencanaan kinerj a dan rekomendasi
tsb telah (disetujui untuk) dilaksanakan
apabila eualuasi program telah disertai
rekomendasi gg terkait dengan
perencanaan kinerja dan 80ok
rekomendasi tsb disetujui untuk
dilaksanakan
apabila eualuasi program telah disertai
rekomendasi gg terkait dengan
perencanaan kinerja dan 60%
rekomendasi tsb disetujui untuk
dilaksanakan;
apabila eualuasi program telah disertai
rekomendasi Ag terkoit dengan
perencanaan kinerja dan rekomendasi
gang disetujui untuk dilaksanakan
tidak lebih dari 50%
apabila eualuasi program tidak disertai
rekomendasi perb aikan perencanaan
atau rekomendasi tersebut tidak dapat
dilaksonakan

7

c

d

e

apabila eualuasi progrom telah disertai
rekomendasi yg terkait dengan
peningkatan kinerja dan rekomendasi
tsb telah (disetujui untuk) dilaksanakan
apabila eualuasi program telah disertai
rekomendasi yg terkait dengan
peningkatan kinerja dan B0%
rekomendasi tsb disefujui untuk
dilaksanakan
apabila eualuasi program telah disertai
rekomendasi gg terkait dengan
peningkatan kinerja dan 6o0/o
rekomendasi tsb disetujui untuk
dilaksanakan;
apabila eualuasi program telah disertai
rekomendasi gg terkait dengan
pening katan kinerj a dan rekomendasi
gang disetujui untuk dilaks anakan
tidak lebih dai 5oo/o
apabila eualuasi program tidak disertai
rekomendasi perbaikan peningkatan
kinerja atau rekomendasi tersebut tidak
d at dilaks anakan

c.

d.

Evaluasi program telah
memberikan
rekomendasi-rekomendasi
peningkatan kinerja yang
dapat dilaksanakan

a.

b.
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8 Pemantauan Rencana
Aksi dilaksanakan dalam
rangka mengendalikan
kinerja

a
b
c

d
e

apabila pemantauan atas Rencana aksi
telah dilakukan seca"ra bulanan;
apabila pemantauan atas Rencana aksi
telah dilalukan secara tiu-tulan;
apabila pemantauan atas Rencana aksi
telah dilalukan secara semesteran;
apabila eualuasi atas Rencana aksi
telah dilakukan secara tahunan;
ap abila tidak dilakukan pemantauan
Rencana aksi

9 Pemantauan Rencana
Aksi telah memberikan
alternatif perbaikan yang
dapat dilaksanakan

jika terdapat penilaian atas seluruh
aksi yang dilaksanakan dan altematif
gang dibeikan;
jika terdapat penilaian atas seluruh
aksi gang dilaksanakan dan sebagian
altematif y ang diberikan
jika terdapat penilaian atas seluruh
aksi yang dilaksanakan dan tidak ada
altematif g ang diberikan
jika tidak terdapat penilaian dan tidak
ada altematif gang dibeikan
jika tidak terdapat pemantauan

10 Hasil evaluasi Rencana
Aksi telah menunjukkan
perbaikan setiap periode

Jika setiap tiuulan menunjukkan
perbaikan
Jika tidak setiap tiwulan menunjukkan
perbaikan
Jika setiap semester menunjukkan
perbaikan
Jika tidak ada perbaikan

III PEMANFAATAN
EVALUAST (3%)

J anp ab an tent ang p em anfaatan
eualuasi hatus selalu dikaitkan dengan
(dipeng aruhi oleh) kondisi (j aw aban)
tentang Pemenuhan Eualuasi dan
Kualitas Eualuasi

11 Hasil evaluasi proqram
telah ditindaklanjuti
untuk perbaikan
pelaksanaan program di
masa yang akan datang

Jika > 90o/o rekomendasi gang terkait
deng an perencanaan telah
ditindaklanjuti
Jika 75% < tindaklanjut rekomendasi
gang terkait dengan perencanaan 3
90o/o

Jika 40o/o < tindaklanjut rekomendasi
gang terkait dengan perencanaan s
7 5o/o

Jika 10o/o < tindaklanjut rekomendasi
gang terkait dengan perencanaan <
40o/o

Jika tindaklanjut rekomendasi y ang
terkait dengan p€rencanaan s70o/o

t2 Hasil evaluasi Rencana
Aksi telah ditindaklanjuti
dalam bentuk langkah-
langkah nyata

a
b
c
d
e

Jika > 9oo/o rekomendasi hasil eualuasi
telah ditindaklanjuti
Jika 75o/o < rekomendasi yang
ditindaklanjuti < 9 0o/o

Jika 40o/o < rekomendasi gang
ditindaklonjuti < 7 5 o/o

Jika 1 0%o < rekomendasi gang

a.

b.

c.

d.
e.

a.
b.
c.
d.

a.

b.

c.

d.

e.
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ditind aklanjuti < 4 0o/o

Jika rekomendasi y ang ditindaklanjuti
3 10o/o

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%
KINERJA YANG DILAPORKAN ourPur)(s%)

1 Target dapat dicapai a
b
c
d
e

apabila
1 10o/o;

apabila
1 10o/o;

apabila
90%;
apabila
600/,

rata2 capaian kinerja lebih dari

90o/o < rata2 capaian kinerjas

600/o < rata2 capaian kinerja <

40o/o < rata2 capaian kinerja <

ian kine a<40%abila rata2
2 Capaian kinerja lebih baik

dari tahun sebelumnya
apabila lebih dari 120% rata2 capaian
kinerja tahun berjalan melebihi capaian
tahun sebelumnga;
apabila 110o/o < rata2 capaian kinerja
tahun berjalan Aang melebihi tahun
sebelumngo 1 12 0o/o;

apabila 90o/o < rata2 capaian kinerja
tohun berjalan gang melebihi tahun
sebelumnya < 110%;
apabila 60%o < rata2 capaian kinerja
tahun berjalan Aang melebihi tahun
sebelumnga < 90ot6

apabila rata2 capaian kinerja tahun
berjalan yang melebihi tahun
sebelumn a < 600/o

3 Informasi mengenai
kinerja dapat diandalkan

a

b

c

d

e

apabila informasi capaian output
memenuhi kiteia sebagaimana gang
ditetapkan;
apabila lebih dai 80Vo capaian output
memenuhi kiteia sebagaimana gang
ditetapkan;
apabila lebih dai 600/0 capaian output
memenuhi kiteria sebagaimana yang
ditetapkan
apabila sebagin besar informasi
capaian output sangat diragukan
ualiditas datanya;
apabila capaian output tidak dapat
diandalkan

Informasi kinerja dapat diandalkan. dengan
kriteia sbb:

Dperoleh dai dasar perhitungan
(formulasi) y ang u alid ;
Dihasilkan dari sumber2 atau basis
data gang dapat dipercaga (kompeten);
Dapat ditelusui sumber datanya;
dapat diuerifikasi
u to date

KINERJA YANG DILAPORKAN (ouTCoME)(s%

a,

b.

c.

d.

e.
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4 Target dapat dicapai a
b
C

d
e

apabila rata2 capaian kinerja lebih dai
110%;
apabila 90% < rata2 capaian kinerja<
1 10o/o;

apabila 600/o < rata2 capaian kinerja <
90%;
apabila 40o/o < rata2 capaian kinerja <
60%
apabila rata2 capaian kinerja < 40o/o

(Jawaban ditulis pada lembar KKELJ
Capaian)

5 Capaian kinerja lebih baik
dari tahun sebelumnya

a

b

c

d

e

apabila lebih dari 120% rata2 capaian
kinerja tahun berjalan melebihi capaian
tahun sebelumnya;
apabila 1 10% < rata2 capaian kinerja
tahun berjalan Aang melebihi tahun
sebelumnya< 120%o;

apabila 90%o-< rata2 capaian kinerja
tahun berjalan Aang melebihi tahun
sebelumnga < 1 70o/o;

apabila 60% < rata2 capaian kinerja
tahun berjalan Aang melebihi tahun
sebelumnga < 90%
apabila rata2 capaian kinerja tahun
berjalan gang melebihi taLun
sebelumnga < 600/o

(Jawaban ditulis pada lembar KKEI-I
Capaian)

6 Informasi mengenai
kinerja dapat diandalkan

a

b

c

d

e

apabila informasi capaian outcome
memenuhi kiteria sebagaimana gang
ditetapkan;
apabila lebih dai 80% capaian outcome
memenuhi kiteia sebagaimana gang
ditetapkan;
apabila tebih dari 60% capaian outcome
memenuhi kriteria sebag aimana y ang
ditetapkan
apobilo sebagin besar informasi
capaian outcome sangat diragukan
ualiditas datanga;
apabila capaian outcome tidak dapat
diandalkan

Informasi kinerja dapat diandaikan. artinya:
Diperoleh dari dasar perhitungan
(fo rmulas i ) g ang u alid ;
Dihasilkan dai sumber2 atau basis
data gang dapat dipercaya (kompeten);
Dapat ditelusui sumber datanga;
dopat diueri.fikasi
up to date
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Penentuan kriteria evaluasi seperti tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi
(LKE) atas Implementasi SAKIP, dengan berdasarkan kepada:

1. Kebenaran normatif apa yang seharusnya dilakukan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

2. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku
petunjuk mengenai implementasi SAKIp;

3. Kebenaran normatifyang bersumber pada best practices baik di Indonesia
maupun di luar negeri;

4, Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen
stratejik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitai yang baik.
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